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ABSTRAK 
ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP INDEKS 
PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT 
PERIODE 2008-2012 
Eva Irwanti 
Muhammad Yunus Zain 
Suharwan Hamzah 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dana perimbangan 
terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat 
Periode 2008-2012. Dana perimbangan teridiri dana bagi hasil (DBH), dana 
alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana otonomi khusus 
(DOK). Hasil penelitian yang menggunakan analisia regresi data panel dengan 
pendekatan Random Effect Model (REM) menunjukkan bahwa selama periode 
peneltian variabel dana bagi hasil (DBH)  tidak signifikan terhadap indeks 
pembangunan manusia, varibel dana alokasi umum (DAU) signifikan teradap 
indeks pembangunan manusia, sedangkan varibel dana alokasi khusus (DAK) 
tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dan dana otonomi 
khusus (DOK) signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.  
Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dana Bagi Hasil (DBH),Dana 
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otonomi Khusus 
(DOK). 
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ABSTRACT 
EFFECT OF FUND BALANCE ANALYSIS TO HUMAN DEVELOPMENT INDEX 
REGENCY/CITY IN WEST PAPUA  PERIOD 2008-2012  
Eva Irwanti 
Muhammad Yunus Zain 
Suharwan Hamzah 
 
This study aimed to analyze the effect of funds balance to human development 
index regency/city in West Papua period 2008-2012. Fund balance comprised of 
revenue-sharing (RS), the general allocation fund (GAF), the special allocation 
fund (SAF) and special autonomy fund (SAF). Results of studies using multiple 
regression analisia by using panel data show that during the study period, 
variable Revenue Sharing (RS)  no significant to the human development index, 
variable general allocation fund (GAF) significant to human development index, 
while variable special allocation fund (SPF) ) no significant to the human 
development index and the special autonomy fund (SAF) significant to human 
development index. 
Keywords: Human Development Index (HDI) , Revenue Sharing (RS), General 
Allocation Fund (GAF), Special Allocation Fund (SAF), and Special Autonomy 
Fund (SAF).  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
Dewasa ini, kunci utama keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukanlah ketersediaan 
sumberdaya alam yang melimpah melainkan ketersediaan sumberdaya manusia 
yang berualitas. Untuk itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus 
berfokus pada pembangunan yang berpusat pada manusia. Di era otonomi 
daerah terlebih atas perhatian khusus yang diberikan kepada Papua baik itu 
Provinsi Papua maupun Papua Barat melalui otonomi khusus, memberikan 
peluang yang besar kepada pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat dalam 
hal pembiayaan pembangunan manusia untuk mensejahterakan masyarakat. 
Sehingga dengan perhatian khusus ini diharapkan mampu mengatasi masalah 
ketertinggalan dan keterbelakangan Provinsi Papua Barat dibandingkan dengan 
provinsi lainnya di Indonesia, khususnya dalam hal pembangunan manusia 
(Saragih:2003).   
Pembangunan merupakan suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk 
melakukan suatu perubahan kearah yang lebih baik dimasa depan. Perubahan 
yang diharapkan  berupa peningkatan kualitas hidup manusia disuatu negara 
maupun daerah, sehingga tujuan akhir dari pembangunan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup manusia dapat 
tercapai. Salah satu Indikator untuk mengukur kinerja pemerintah suatu 
negara/daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Indeks 
Pembangunan Manusia. Indikator ini jauh lebih baik dibandingkan dengan 
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indikator kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan pendapatan nasional 
atau Gross Domestik Product atau Produk Domestik Bruto Per kapita (GDP per 
kapita atau PDB per kapita) dan Produk Domestik Regional Bruto per kapita 
(PDRB per Kapita) (Todaro dan Stephen C. Smith : 2006). 
Indikator Kesejahteraan masyarakat yang hanya didasarkan pada 
PDB/PDRB merupakan cara pandang yang terlalu sederhana dan kuantitatif 
serta hanya melihat dimensi ekonomi dalam memahami kesejahteraan 
masyarakat. Sedangkan indikator indeks Pembangunan Manusia dihitung 
berdasarkan gabungan tiga dimensi, yaitu dimensi umur, dimensi manusia 
terdidik, dan dimensi standar hidup yang layak. Dimensi umur diukur dengan usia 
harapan hidup, dimensi manusia terdidik diukur dengan rata-rata lama sekolah 
dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas serta dimensi standar 
hidup yang layak diukur dengan paritas daya beli dan pengeluaran per kapita riil 
yang disesuaikan (Badrudin: 2010). 
Dengan demikian, Konsep kesejahteraan masyarakat dalam Indeks 
Pembangunan Manusia telah memasukkan aspek kesehatan, pendidikan 
bersama dengan aspek pangan, sandang dan papan menjadi kesatuan dengan 
tingkatan pendapatan, sehingga konsep kesejahteraan masyarakat dalam Indeks 
Pembangunan Manusia telah memadukan pendekatan kuantitas dan kualitas 
hidup yang menunjukkan pembangunan menekankan pada pembangunan 
manusia bukan pada pembangunan konvensional yang menekankan pada 
pertumbuhan ekonomi (Todaro dan Stephen C. Smith : 2006). 
Masalah pokok pembangunan di Indonesia terletak pada kebijakan dan 
pelaksanaan pembangunan  sepenuhnya merupakan wewenang pusat dan 
dilaksanakan oleh para birokrat di pusat serta terkonsentrasinya pembangunan 
dan pelayanan publik terutama di pulau jawa serta  menimbulkan kesenjangan 
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pembangunan antara wilayah di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa serta antara 
Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut maka diterapkan otonomi daerah yang merupakan ide 
dari desentralisasi yang dilaksanakan pada per 1 januari 2001 melalui Undang-
undang Nomor 22 tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 
1999 yang direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi daerah 
memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah dan pelaku 
ekonomi daerah dalam mengelolah pembangunan di daerah. Pemberian 
kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan 
sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah, sesuai dengan prinsip demokrasi dan partisipasi 
masyarakat. Perimbangan keuangan dengan dana transfer pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk 
membiayai belanja daerah, khususnya belanja langsung yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat sehingga keberhasilan pembangunan daerah untuk 
meningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai (Saragih: 2003).  
 Di era otonomi daerah terdapat beberapa daerah di Indonesia yang 
mendapatkan perlakuan khusus, salah satunya daerah Papua (Provinsi Papua 
dan Provinsi Papua Barat) melalui UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. 
Perlakuan khusus tersebut didasari atas pemikiran bahwa Papua (Provinsi 
Papua dan Provinsi Papua Barat)  adalah salah satu bagian dari Indonesia yang 
mempunyai ironi paling besar, memiliki kekayaan alam begitu melimpah di satu 
sisi, kemiskinan dan keterbelakangan yang nampak dengan mata telanjang di 
sisi lain. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dinilai 
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oleh masyarakat Papua sebagai pembangunan yang tidak berhasil. Salah satu 
indikatornya adalah adanya gejolak disintegrasi di kawasan ini, dengan 
digerakkan oleh berbagai kelompok separatis. Indikator lain yang memperkuat 
penilaian tersebut adalah munculnya gerakan besar dari masyarakat Papua 
untuk menjadikan Papua sebagai kawasan dengan perhatian khusus dari 
Pemerintah Indonesia. Bersama Aceh, Papua menjadi kawasan yang paling 
bergejolak setelah reformasi digulirkan pada tahun 1998 (Muallim, 2010). 
Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua 
Barat)  pada dasarnya merupakan pemberian kewenangan yang lebih luas bagi 
Pemerintah Daerah Papua dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri 
sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disertai 
dengan tambahan dana transfer pemerintah pusat kedaerah otonomi berupa 
dana otonomi khusus. Kewenangan yang berarti peran dan tanggung jawab yang 
lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya, menyelenggarakan 
pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Papua bagi 
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Papua.  Setelah kebijakan desentralisasi 
fiskal dan otonomi khusus dilaksanakan di Provinsi Papua Barat yang 
membentuk daerah otonom sendiri pada tahun 2008 yang sebelumnya 
merupakan daerah otonom Provinsi Papua diharapkan dapat memberikan 
perubahan-perubahan positif dan meredam Gejolak yang  dialami di Papua. 
Kebijakan ini pun dianggap dapat menjawab berbagai aspirasi dan tuntutan agar 
pemerintah lebih memperhatikan pembangunan Papua yang tertinggal. 
Ketimpangan pembangunan Papua yang menyulut beragam masalah 
harapannya juga dapat dikurangi dan masyarakat Papua menjadi lebih 
sejahterah (Muallim, 2010).   
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Provinsi Papua Barat yang terdiri 9 kabupaten dan 1 kota merupakan 
daerah kaya akan sumber daya alam dan  mendapatkan dana transfer dari 
pemerintah pusat (Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus) relatif besar 
dan terus mengalami peningkatan serta kontribusinya terhadap penerimaan 
daerah sangat besar, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1. Dimana dana 
transfer tersebut diperioritaskan untuk belanja langsung yang diharapkan mampu 
memacu perkembangan pembangunan manusia dan daerah di  Provinsi Papua 
Barat, yakni melalui  pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan 
infrastruktur.  
 
 
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. 
 
Dari Gambar 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi dana 
perimbangan terhadap penerimaan daerah di Provinsi Papua Barat selama 
periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sangat besar, sementara 
kontribusi PAD terlihat kecil. Dengan demikian, pembiayaan daerah dalam 
rangka desentralisasi fiskal masih sangat tergantung pada dana dari pusat, 
kendati usaha ke arah peningkatan PAD sudah dilakukan. Bantuan transfer dana 
kepada Pemerintah Daerah berupa dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi 
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Gambar 1.1                                                                                    
Perkembangan PAD, Dana Perimbangan, Dana Otsus dan Penerimaan 
Daerah Kab/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2012                    
(dalam Jutaan  rupiah) 
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Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Salah 
satu alasan adanya pemberian dana perimbangan ditujukan untuk membantu 
daerah dalam membiayai kewenangannya. 
Gambar 1.2  
Perkembangan DAU, DAK dan DBH Kab/Kota di Provinsi 
Papua Barat Tahun 2008-2012 
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan 
 
Gambar 1.2 menggambarkan komposisi besarnya dana perimbangan 
(DAU, DAK dan DBH) yang ditransfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. 
Transfer DAU Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota 
menunjukkan angka paling besar dibanding DBH dan DAK. DAU memiliki 
kecenderungan meningkat tiap tahunnya, ini menunjukkan bahwa Pemerintah 
daerah masih membutuhkan perimbangan keuangan berupa transfer DAU untuk 
dapat melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. 
Dewasa ini, sumber daya alam yang melimpah bukanlah modal utama 
dalam pembangunan tetapi lebih kepada kualitas modal manusia. Sumberdaya 
alam yang berlimpah tanpa sumberdaya manusia yang berkualitas tidaklah 
berarti karena sumberdaya alam tersebut membutuhkan modal manusia yang 
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berkualitas untuk mengelolahnya. Kendala utama suatu daerah dalam 
melakukan pembangunan, khususnya pembangunan manusia adalah 
keterbatasan dana, tetapi diera desentralisasi fiskal dengan keistimewaan yang 
diberikan kepada Provinsi Papua Barat melalui otonomi khusus memberikan 
kesempatan yang besar kepada Provinsi Papua Barat dalam membiayai 
pembangunan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat papua 
yang dapat diukur dengan indeks pembangunan manusia. Untuk itu penulis 
tertarik melakukan penelitian terhadap “Analisis Pengaruh Dana Perimbangan 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 
Barat Periode 2008-2012”. Dimana dalam penelitian ini, variabel dana 
perimbangan, merupakan rasio dari belanja langsung pemerintah daerah baik itu 
belanja langsung maupun belanja modal. (saragih:2003).  
 
1.2  Rumusan Masalah  
Berdasarkan pembahasan diatas, maka masalah utama yang akan di 
bahas dalam penelitian ini adalalah bagaiamana pengaruh dana perimbangan 
yang teridiri dari DBH, DAU, DAK,  DOK terhadap Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) di kabupaten/kota di  Provinsi Papua Barat periode 2008-2012?  
 
1.3  Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah: 
1. Menganalisis perkembangan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 
Papua Barat periode 2008-2012. 
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2. Menganalisis perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat periode 2008-2012. 
3. Menganalisis hubungan dana perimbangan yang teridiri dari DBH, DAU, 
DAK, dan DOK terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat periode 2008-2012.  
 
1.4  Manfaat Penelitian  
Berdasarkan tujuan masalah yang dikemukakan, maka manfaat dari 
penelitian ini adalah: 
1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang gambaran 
keuangan  daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi 
Papua Barat.  
2. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten/kota di  Provinsi Papua 
Barat  sebagai referensi dalam pengambilan langkah-langkah kebijakan 
pembangunan daerah. 
3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya tentang hubungan dana 
perimbangan yang teridiri dari DBH, DAU, DAK, dan DOK terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM). 
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TINJAUAN PUSTAKA 
 
2. 1  Tinjauan Teoritis  
 Pada pembahasan tijauan teoritis, beberapa teori yang digunakan penulis 
sebagai rujukan penelitian terdiri dari konsep dasar pembangunan manusia, 
konsep dana perimbangan dan konsep belanja pemerintah daerah.  
2.1.1 Konsep Dasar Pembangunan Manusia 
Dewasa ini pemikiran tentang paradigma pembangunan telah mengalami 
pergeseran, yaitu dari pembangunan yang berorientasi pada produksi 
(production centered development) pada tahun 1960-an ke paradigma 
pembangunan yang berorientasi pada distribusi (distribution growth 
development) pada tahun 1970-an. Selanjutnya, pada tahun 1980-an muncul 
paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar 
masyarakat (basic need development), dan akhirnya pada tahun 1990-an 
paradigma pembangunan terpusat pada pembangunan manusia (human 
centered development). Pembangunan manusia merupakan tujuan dari 
pembangunan itu sendiri, dimana pembangunan manusia memainkan peranan 
kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi 
modern dan mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta 
pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat (Todaro dan Stephen C. Smith : 2006). 
Menurut BPS Provinsi Papua Barat (2012) pembangunan manusia 
merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) 
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sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu 
tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup 
layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan 
peningkatan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat 
berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi). 
Menurut United Nations Development Program (UNDP) dalam BPS 
(2006), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-
pilihan bagi manusia (a process of enlarging people’s choices). Dari definisi ini 
dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah 
penduduk karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara. Konsep atau 
definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi 
pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan 
yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep 
pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari 
sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya (Pambudi,2010). 
2.1.1.1    Indeks Pembangunan Manusia  
 
  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang 
digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal 
mendasar pembangunan manusia, yaitu : lama hidup, yang diukur dengan angka 
harapan ketika lahir; penddidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama 
sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dan standar 
hidup yang diukur dengan konsumsi per kapita (Hidayat,2006). 
Menurut UNDP (2004) IPM merupakan suatu indikator untuk  mengukur 
keberhasilan pembangunan suatu daerah yang diukur berdasarkan tiga acuan, 
yakni panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari  usia harapan hidup), 
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terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat 
pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup 
yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP,pendapatan perkapita). Indeks ini 
memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia 
serta meninjau hubungan yang rumit antara penghasilan dan kesejahteraan. 
Indikator Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator untuk 
mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk . Kualitas fisik; tercermin dari 
angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui 
lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan 
mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai 
purcashing power parity index/PPP (Pambudi,2010). 
IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari satu daerah/negara dalam 
tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, pengetahuan 
dan status standar hidup yang layak. Ketiganya diukur dengan angka harapan 
hidup, pencapaian pendidikan dan pengeluaran per kapita. Secara lebih lengkap, 
tiga dimensi pembangunan manusia tersebut, yaitu (1) Dimensi ekonomi yang 
diwujudkan oleh kehidupan yang layak dan diukur dengan indikator pengetahuan 
per kapita riil; (2) Dimensi sosial, diwujudkan oleh tingkat pengetahuan dan 
diukur oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah; (3) Dimensi  
kesehatan, perwujudannya adalah umur panjang dan sehat dengan indikator 
yaitu angka harapan hidup saat lahir (Hidayat, 2006). 
Angka Harapan Hidup ketika lahir merupakan suatu perkiraan rata-rata 
lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk yang 
dilahirkan pada tahun tersebut (BPS, 2006). Angka Harapan Hidup ini dapat 
dijadikan sebagai tolok ukur indikator kesehatan. Semakin tinggi Angka Harapan 
Hidup (AHH) suatu masyarakat mengindikasikan tingginya derajat kesehatan 
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masyarakat tersebut.  Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk 
usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah 
kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari (BPS, 2006) dan Rata-rata Lama 
Sekolah (RLS) adalah lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun keatas 
(Azril,2000). 
Seperti halnya Angka Harapan Hidup sebagai indikator kesehatan, Angka 
Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan status 
keadaan pendidikan suatu masyarakat. BPS (2006) mengemukakan bahwa 
rendahnya Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah dapat disebabkan 
oleh kurangnya fasilitas pendidikan dan biaya pendidikan yang mahal dan terkait 
dengan kemiskinan (Azril,2000). 
Kemampuan Daya Beli Penduduk atau Purchasing Power Parity (PPP) 
merupakan suatu indikator yang digunakan untuk melihat kondisi ekonomi 
masyarakat dalam menghitung IPM. Kemampuan daya beli ini lebih 
mencerminkan kemampuan masyarakat secara ekonomi dalam memenuhi 
kebutuhan konsumsinya, dan sangat jauh berbeda dengan PDRB per kapita atau 
yang dikenal dengan income per capita. Untuk mengukur standar hidup layak, 
data PDRB per kapita tidak dapat digunakan karena bukan ukuran yang peka 
untuk kemampuan daya beli penduduk. Oleh sebab itu, penghitungan daya beli 
penduduk menggunakan konsumsi per kapita yang kemudian disesuaikan. 
Sumber data yang digunakan meliputi jumlah pengeluran per kapita baik 
konsumsi makanan maupun non makanan. Komoditi yang digunakan dalam 
perhitungan paritas daya beli (PPP) terdapat 27 komoditi yang terdiri dari 
konsumsi makanan dan konsumsi non makanan (Azril,2000).  
IPM mencoba untuk memberikan peringkat semua negara dari 
skala 0 (tingkat pembangunan manusia yang paling rendah) hingga 100 
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(tingkat pembangunan manusia yang paling tinggi). Hal ini dapat 
digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan suatu daerah 
atau negara. Setelah IPM diketahui, maka perlu ditentukan kreteria analisanya, 
dimana ketentuan tersebut adalah status rendah: IPM < 50, Status Menengah 
bawah : 50 < IPM < 66, Status menengah Atas: 66 < IPM < 80,  status tinggi : 
IPM > 80 (Ginting, 2006). 
2.1.2 Teori Desentralisasi Fiskal  
Konsekuensi dari pelimpahan sebagian wewenang pemerintah dari pusat 
kedaerah atas diterapkannya otonomi daerah yang merupakan ide dari 
desentralisasi, tidak lain adalah penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana 
dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kewenangan 
yang diserahkan tersebut. Untuk merealisasikan ketentuan UU nomor 22 tahun 
1999 yang direvisi dengan UU nomor 32 tahun 2004, maka pemerintah 
mengeluarkan UU nomor 25 tahun 1999 yang direvisi dengan UU No. 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (saragih:2003).  
Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat 
pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk 
mendukung fungsi atau pemerintahan atau pelayanan publik sesuai dengan 
banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Bird dan 
Vaillancourt :2000). 
Menurut Rochjadi (2006), desentralisasi fiskal adalah salah satu 
instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelolah pembangunan 
guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional melalui mekanisme 
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hubungan keuangan yang lebih baik agar tercipta kemudahan-kemuadahan 
dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga berimbas kepada kondisi 
peronomian yang lebih bai yaitu tercapainya kesejahetraan masyarakat.  
Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (rules) money should 
follow function merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan 
dilaksanakan.  Artinya, setiap pelimpahan wewenang pemerintahan membawa 
konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan 
tersebut.  Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan 
derivatif dari kebijakan otonomi daerah, peimpahan sebagian wewenang 
pemerintahan dari pusat ke daerah. Artinya, semakin banyak wewenang yang 
dilimpahkan, maka kecenderungan semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh 
daerah. Namun, dalam pengelolaan pembiayaan tugas desentralisasi, prinsip 
efesiensi juga menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan (Bahl:1999).  
Litvack and Seddon (1998) di dalam Mauludin (2008) menyebutkan tiga 
pendekatan sebagai dasar di dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu (i) 
pendekatan penerimaan, (ii) pendekatan pengeluaran, (iii) pendekatan 
komprehensif. Pendekatan penerimaan (income approach) mempunyai arti 
bahwa daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak atau menyerahkan 
proporsi tertentu dari penerimaan pusat. Di samping itu terkadang dimodifikasi 
dengan tambahan transfer dana yang bersifat umum dan khusus untuk 
mengkompensasi perbedaan di dalam potensi penerimaan. Sisi penting yang 
perlu diperhatikan dalam desentralisasi fiskal tidak hanya pada sisi penerimaan 
saja, tetapi juga perlu dilihat dari sisi pengeluaran (expenditure approach). 
Pendekatan pengeluaran diartikan bahwa daerah diberi kewenangan untuk 
menetapkan pengeluarannya, selanjutnya akan dibiayai sebagian atau 
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seluruhnya melalui transfer, salah satu transfer pemerintah pusat adalah dana 
perimbangan.  
Untuk mencapai salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal, yakni 
Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat maka 
pemerintah daerah dituntut untuk mengelolah keuangan daerahnya dengan baik 
dan mengalokasikan pengeluaran yang lebih besar untuk belanja lansung, 
khususnya belanja modal.  
2.1.3 Konsep Dana Perimbangan 
Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan suatu 
sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara pemerintah pusat dan 
daerah (intergovernmental fiscal relation system), sebagai konsekuensi dari 
pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penyerahan sebagian wewenang 
pemerintah pusat ke daerah. Sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintah 
pusat dan daerah ini diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, disebutkan bahwa 
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka 
pelaksanaan Desentralisasi. Kebijaksanaan perimbangan keuangan antara pusat 
dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money 
follows function. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan 
daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan 
pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari 
sumber-sumber penerimaan yang ada.  
Dana perimbangan yang merupakan bentuk dari perimbangan Pusat dan 
Daerah implementasinya melalui tiga pendekatan yaitu persentase (by 
percentage), formula (by formula) dan berdasarkan kebutuhan yang bersifat 
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khusus atau insidental (by specific need). Pendekatan persentase adalah strategi 
yang paling baik untuk menciptakan keadilan bagi semua daerah. Artinya daerah 
yang potensial dari sudut ekonomi dan SDA maka wajar jika daerah tersebut 
mendapatkan bagian pendapatan (share) yang relatif lebih besar dibandingkan 
daerah yang tidak memiliki potensi SDA (bukan daerah penghasil). Pendekatan 
formula bertujuan untuk mendekati pembagian yang relatif objektif sesuai dengan 
kondisi terakhir daerah. Sedangkan pendekatan khusus untuk menanggulangi 
pengeluaran daerah yang disebabkan oleh suatu keadaan tertentu (Saragih: 
2003). 
2.1.3.1   Konsep Dana Bagi Hasil (DBH)  
 Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan 
APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan 
utama dana bagi hasil adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal DBH 
bersumber dari penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP)/Sumber Daya Alam (SDA). DBH yang bersumber dari pajak berasal dari 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib 
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh 21. DBH yang bersumber dari PNBP 
SDA berasal dari sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, 
pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas 
bumi. Perimbangan dalam bentuk prosentase ini dijelaskan dalam Peraturan 
Pemerintah nomor: 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Untuk DBH PBB, 
10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan 
kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi 
17 
 
 
 
 
penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangan sebagai berikut: 
65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah 
kabupaten/kota dan 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif 
kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya 
mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu (Badruddin: 2012). 
Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak 
Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang 
dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% 
(dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk 
Daerah. Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah Daerah 
yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk 
Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah. Penerimaan 
Pertambangan Umum terdiri atas Penerimaan Iuran Tetap (Land-rent); dan 
Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti).  Penerimaan 
Perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% (dua 
puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk seluruh 
kabupaten/kota (Saragih:2003).  
2.1.3.2    Konsep Dana Alokasi Umum (DAU) 
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari 
pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan block grant yang diberikan kepada 
semua kabupaten dan kota dengan tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas 
fiskal dan kebutuhan fiskal daerah. Pendistribusian DAU ditentukan berdasarkan 
formula baku yang ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip 
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penentuan DAU secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan 
terbelakang harus menerima lebih besar daripada daerah kaya (Kuncoro, 2004). 
DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi 
dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kapasitas fiskal Daerah dan 
kebutuhan fiskal Daerah. Sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah 
gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan 
kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. 
Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah 
penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik 
Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (Mardiasmo, 
2002). 
2.1.3.3  Konsep Dana Alokasi Khusus (DAK)  
 Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk 
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah. Kegiatan khusus 
tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. DAK atau 
specifict grants merupakan jenis transfer yang memiliki persyaratan tertentu yang 
terkait di dalam bantuan tersebut (Tambunan, 2001). Bentuk transfer pemerintah 
pusat ini diberikan untuk mendorong pemerintah daerah dalam menambah 
barang dan jasa publik tertentu sesuai dengan program pemerintah pusat, tanpa 
harus membebani pembiayaan dari Pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002). 
Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria 
khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan 
kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah. Sesuai 
dengan UU No. 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus 
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adalah : (1) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan 
rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan 
kebutuhan daerah lain, misalnya, kebutuhan dikawasan transmigrasi, kebutuhan 
beberapa jenis investasi / prasarana baru, pembangunan jalan yang terpencil, 
saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer, (2) kebutuhan yang 
merupakan komitmen atau prioritas nasional  (Mardiasmo, 2002). 
2.1.3.4  Konsep Dana Otonomi Khusus (DOK) Papua 
 Dana Otonomi Khusus merupakan  dana yang dialokasikan untuk 
membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan 
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Perpu 
No. 1 Tahun 2008  tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua mencerminkan upaya Pemerintah Indonesia dalam 
mencari solusi atas sejumlah masalah pelik di wilayah itu. Masalah-masalah ini 
mencakup: (1) konflik politik, terfokus pada tuntutan kemerdekaan Papua yang 
oleh pemerintah Indo-nesia dilihat sebagai gerakan separatis; (2) konflik sosial 
antarpenduduk Papua yang merupakan akibat dari ketiadaan solusi atas konflik 
politik; dan (3) kondisi ekonomi yang buruk, terutama yang dirasakan oleh 
penduduk asli Papua dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia serta 
Tingkat kemiskinan masyarakat Papua tergolong sangat tinggi dan berada di 
deretan paling bawah di antara daerah termiskin di Indonesia (World Bank, 
2006:). Tabel 2.1. Menunjukkan dana transfer pemerintah pusat ke pemerintah 
daerah Provinsi Papua/Papua Barat dalam rangka otonomi khusus, yang 
diharapkan mampu menjawab ketiga permasalahan mendasar tersebut dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua (Muallim:2010).  
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Tabel 2.1                                                                                                                                                                  
Dana Transfer Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Daerah Provinsi Papua/ Papua 
Barat di era Otonomi Daerah 
No Dana Perimbangan Besarnya 
1 Dana Bagi hasil Pajak 
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
- Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) 
- dan pajak Penghasilan Badan ataupun 
pribadi 
 
90% 
80% 
 
20% 
2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak  
- Kehutanan 
- Perikanan 
- Pertambangan Umum 
- Pertambangan Minyak Bumi 
- Pertambangan Gas Alam  
 
80% 
80% 
80% 
70% 
70% 
3 Dana Alokasi Umum (DAU)  Sesuai ketetapan 
UU 
4 Dana Alokasi Khusus (DAK)  Sesuai ketetapan 
UU 
5 Dana Otonomi Khusus 2% dari plafon 
Dana Alokasi 
Umum Nasional 
 
Pada Tabel 2.1 dapat dilahat bahwa di era otonomi daerah terutama 
setelah diterapkan otonomi khusus. Penerimaan daerah yang bersumber dari 
transfer pemerintah pusat kepada kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat 
mengalami peningkatan, terkhusus pada dana bagi hasil bukan pajak atau 
sumber daya alam sebesar 80%, dan hanya 20% untuk pemerintah pusat. 
Penerimaan di tambah dengan penerimaan dana otonomi khusus sebesar 2% 
dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional.  
2.1.4 Teori Pengeluaran Pemerintah  
Menurut Guritno (1999), Pengeluaran Pemerintah mencerminkan 
kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan 
21 
 
 
 
 
untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya 
yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 
Sehinga pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya ke berbagai sektor 
atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui bermaca-
macam program. Secara garis besar pengeluaran pemerintah terdiri dari belanja 
rutin dan belanja pembangunan. Di daerah pengeluaran pemerintah terdiri dari 
belanja tidak langsung dan belanja langsung.  
Pengeluaran pemerintah daerah berdasarkan pada Permendagri No.13 
Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah berdasarkan jenis belanja 
dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja 
tidak lansung adalah belanja yang dianggarkan  tidak terkait secara langsung 
dengan pelaksanaan kegiatan dan program sedangkan belanja langsung adalah 
belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program 
dan kegiatan, terdiri dari belanja belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta 
belanja modal. Belanja langsung sifatnya langsung menyentuh pada peningkatan 
kualitas layanan publik.  
Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua 
bagian, yaitu teori makro dan teori mikro. Dalam penelitian ini mengedepankan 
teori dari sisi makro, khususnya teori model pembangunan tentang pengeluaran 
pemerintah dan teori Adolf Wagner. Model pembangunan tentang pengeluaran 
pemerintah ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave 
yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-
tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap 
menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan 
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ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena 
pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, 
kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya 
pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada 
tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Pada tingkat ekonomi 
selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari 
penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti 
kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat 
(Guritno:1999). 
Teori Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan 
kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh 
Wagner disebut  dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti 
teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan 
kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner 
menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian  apabila pendapatan per kapita 
meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat 
terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul 
dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya 
(Guritno:1991). 
2.1.5 Hubungan Teoritik  Dana Perimbangan dan Indeks Pembangunan 
Manusia  
Dalam memaksimumkan tingkat kesejahteraan masyarakat, pemerintah 
provinsi akan membiayai pengeluaran publik seperti pendidikan, kesehatan, dan 
pelayanan lainnya melalui penerimaan daerahnya, sehingga pengeluaran publik 
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suatu daerah pada era desentralisasi fiskal bergantung kepada penerimaan 
daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan 
penerimaan lain-lain. Dalam pelaksanaan desentralisasi Pendapatan Asli Daerah 
hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%, 
sehingga dana perimbangan berkontribusi besar terhadap belanja daerah dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat (kuncoro:2004).  
Transfer fiskal merupakan inti suatu hubungan antar pemerintahan yang 
memiliki peranan penting dan menentukan alokasi belanja publik dalam upaya 
peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dua per tiga pengeluaran 
pemerintah daerah merupakan dana transfer dari pemerintah pusat 
(Simanjuntak, 2001). 
2.1.5.1. Hubungan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan Indeks  Pembangunan 
Manusia   melalui pengalokasian Anggaran Belanja  Langsung  
 Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan 
APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah 
penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan 
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi hasil dimaksudkan 
untuk mengatasi ketidakseimbangan vertical antar tingkat pemerintah (dana bagi 
hasil & dana alokasi umum) menyamakan kemampuan fiskal pemerintah daerah 
mendorong belanja daerah untuk kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan 
nasional, mendorong pebcapaian peayanan dan standar minimum, dan 
merangsang mobilisasi pendapatan. Dana Bagi Hasil merupakan sumber 
pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal 
dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan 
memenuhi belanja daerah, khususnya belanja langsung sehingga dapat 
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kesejahteraan masyarakat dapat tercapai yang dapat diukur dengan indeks 
pembangunan manusia (Carol:2005). 
2.1.5.2. Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia  melalui pengalokasian Anggaran Belanja 
Langsung  
 Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam 
mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antar 
daerah satu dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi 
ketimpangan fiskal ini, pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari 
APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi 
saah satu dana perimbangan dari pemerintah adalah Dana Alokasi Umum (DAU) 
yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang 
selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah (UU No. 32/2004).  
Dengan demikian terjadi, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam 
APBN dari pemerintah pusat kepemerintah daerah, dan pemerintah daerah 
seharusnya mengalokasikan dana ini untuk belanja langsung, yakni belanja yang 
memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat sebagaimana tuntutan dari otonomi daerah. Oleh 
karena itu, aloasi yang tinggi bagi daerah bukan indikator kekayaan, melainkan 
pengalokasian dana yang lebih tinggi bagi belanja langsung yang sangat 
berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Darwanto dan 
Yustikasari:2007). 
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2.1.5.3. Hubungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Indeks 
Pembangunan Manusia melalui pengalokasian Anggaran Belanja 
Modal  
Dalam kaitannya dengan perimbangan keuangan antara pusat dan 
daerah, fungsi DAK sebenarnya hanya sebagai penambah atau pelengkap jenis 
dana perimbangan lainnya. Namum, dalam perkembangannya, keberadaan DAK 
menjadi semakin penting bagi pembangunan daerah. hal ini disebabkan oleh 
komponen komponen utama dana perimbangan dalam bentuk DAU yang pada 
umumnya hanya untuk belanja tidak langsung. Oleh karena itu, penggunaan dan 
pemanfaatan DAK didaerah menjadi faktor penting dalam keseluruhan program 
pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada 
umumnya (Usman:2008)  
Sejak pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah pada tahun 2001, 
cakupan sektor atau kegiatan yang dibiayai oleh DAK bertambah banyak. Pada 
tahun 2007, penggunaan DAK telah meliputi tujuh bidang pelayanan 
pemerintahan, yakni pendidikan, kesehatan, pertanian, pekerja umum,  prasana 
pemerintahan, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup. Jadi APBN 
mengalokasikan DAK untuk membiayai pelayanan publik tertentu yang 
disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Tujuannya adalah untuk 
mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Selain berperan dalam 
menunjang penerimaan daerah DAK juga berperan cukup penting dalam 
meningkatkan kapasitas belanja modal pemda dengan kecenderungan yang 
terus meningkat dari tahun ke tahun. Jadi hal ini mampu mendorong pemerintah 
daerah agar dapat meningkatkan muti kualitas pembangunan manusia melalui 
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pengalokasian anggaran belanja modal yang secara otomatis berorientasi pada 
kesejahteraan msyarakat (usman:2008). 
2.1.5.4. Hubungan Dana Otonomi Khusus (DOK) dengan  Indeks 
Pembangunan Manusia  
Ditetapkannya UU no 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi papua, 
dengan harapan dapat menjawab berbagai aspirasi dan tuntutan agar 
pemerintah lebih memperhatikan pembangunan Papua sehingga masyarakat 
papua menjadi lebih sejahterah. Untuk menyukseskan tujuan otonomi khusus, 
pemerintah daerah mendapatkan penerimaan tambahan dari pemerintah pusat, 
yakni dana otonomi khusus kepada provinsi di Papua yang besarnya setara 
dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum  Nasional. Pemerintah 
daerah dituntut untuk memperiotaskan dana  tersebut untuk belanja lansung 
dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan 
infrastruktur. Empat program prioritas ini dilaksankan untuk memacu 
perkembangan dan pembangunan manusia di Papua sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua (Purwandanu, 2012). 
 
2.2  Kerangka Pikir Penelitian  
Kerangka Konseptual  Sesuai dengan tinjauan pustaka yang telah 
dikemukakan pada bagian terdahulu, ditemukan bahwa terdapat beberapa 
komponen yang tercakup dalam dana perimbangan khususnya di Provinsi Papua 
Barat antara lain adalah: (1) Dana Perimbangan yang terdiri dari: Dana Bagi 
Hasil (Pajak dan Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan 
Dana Otonomi Khusus. Sumber pembiayaan daerah terbesar di Provinsi Papua 
Barat berasal dari dana perimbangan, sementara kekuatan pembiayaan yang 
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bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif rendah.  Oleh 
karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu mengelola dana 
perimbangan secara efisien dan efektif dengan mengalokasikannya sesuai 
dengan kebutuhan masayarakat sehingga meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat melalui peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi 
Papua Barat. Berdasrakan tinjauan teoritis dan beberapa studi empiris 
menunjukkan bahwa dana transfer pemerintah pusat ke daerah di era 
desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan 
Indeks Pembangunan Manusia, maka kerangka konseptual pada penelitian ini, 
sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Kerangka konseptual Analisis Pengaruh Dana Perimbangan 
terhadap Indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat 
 
2.3 Beberapa Penelitan Terkait Sebelumnya  
Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini 
diantaranya, Aloysius Gunadi Brata (2005), melakukan penelitian mengenai 
Dana Bagi Hasil 
(X1) 
Dana Alokasi 
Umum (X2) 
Dana Alokasi 
Khusus (X3) 
Dana Otonomi 
Khusus (X4) 
Indeks Pembangunan 
Manusia (Y) 
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pengaruh pengeluaran pemerintah daerah khususnya bidang pendidikan dan 
kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam konteks 
regional (antar provinsi) di Indonesia. Hasilnya, variabel pengeluaran pemerintah 
bidang pendidikan dan kesehatan memberikan pengaruh positif terhadap 
pembangunan manusia. Semakin besar alokasi pengeluaran bidang pendidikan 
dan kesehatan semakin baik pula IPM dicapai. 
Decta Lugastoro dan Candra Ananda (2013), melakukan penelitian 
tentang analisis pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh realisasi pendapatan asli daerah (PAD), realisasi 
dana perimbangan (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil) 
dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur. PAD dan Dana Perimbangan sebagi variabel 
utama dirasiokan denga belanja modal. Analisis penelitian ini menggunakan 
analisis data panel dengan random effect model (REM). Hasil estimasi 
menunjukkan bahwa rasio PAD dan DAK terhadap belanja modal dan 
pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM sedangkan 
variabel DAU berpengaruh negatif signifikan. Sementara rasio DBH terhadap 
belanja modal menjadi satu-satunya variabel yang tidak signifikan mempengaruhi 
IPM.  
Dina Agustina pada tahun 2010 melakukan penelitian di Jawa Tengah 
dengan judul Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Angka Kematian 
Bayi dan Angka Melanjutkan SMP/MTs Periode 2007-2008 (Studi Kasus: Jawa 
Tengah) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh signifikan 
positif pada outcome angka melanjutkan SMP/MTs dan mengurangi angka 
kematian bayi di Jawa Tengah. 
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Fhino Andrea Christy & Priyo Hari Adi (2008), melakukan penelitian 
mengenai hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal dan kualitas 
pembangunan manusia di Jawa Tengah. Dengan menggunakan regresi 
sederhana hasilnya menunjukkan bahwa dana alokasi umum mempunyai 
pengaruh positif terhadap belanja modal, dan belanja modal yang merupakan 
bagian dari belanja langsung berpengaruh terhadap kualitas pembangunan 
manusia.  
Hadi Sofyan (2008) meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum 
(DAU) terhadap terhadap Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) dan hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil 
Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh 
signifikan terhadap terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
Penelitian yang dilakukan oleh Puspita Sari (2008) menguji Pengaruh 
Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap 
Belanja Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. Ada tiga 
simpulan yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu: Pertama, 
DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. 
Kedua, PAD secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap belanja langsung secara parsial. Ketiga, DAU dan PAD secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung. 
Riva Uba Hararap (2011) melalukan penelitian tentang Pengaruh Dana 
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah, Dana Alokasi 
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Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) 
berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kuantitatif, pengujian metode dengan analisis regresi berganda dengan 
melakukan uji asumsi klasik sebelum mendapatkan model penelitian yang 
terbaik. Variabel dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 
Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai variabel independen dan 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen. Sampel 
penelitian adalah 25 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Data DAU, 
DAK, dan DBH diperoleh dari situs www.djpkd.depkeu.go.id. Data Indeks 
Pembangunan Manusia diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian ini 
menyimpulkan bahwa DAU, DAK, dan DBH secara simultan berpengaruh 
terhadap IPM. 
 
2.4 Hipotesis Penelitian  
Berdasarkan tinjauan teoritis dan beberapa studi empiris bahwa dana 
transfer pemerintah pusat ke daerah melalui dana perimbangan yang teridiri dari 
Dana bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi 
Khusus menunjukkan penguruh positif dan signifikan dalam meningkatkan 
Indeks Pembangunan Manusia, maka disusunlah hipotesis penelitian sebagai 
berikut:  
1. Diduga dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan positif terhadap Indeks 
Pembangunan manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat 
Periode 2008-2012. 
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2. Diduga dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif terhadap 
Indeks Pembangunan manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 
Barat Periode 2008-2012.  
3. Diduga dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan positif terhadap 
Indeks Pembangunan manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 
Barat Periode 2008-2012.  
4. Diduga dana Otonomi Khusus berpengaruh signifikan positif terhadap 
Indeks Pembangunan manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 
Barat Periode 2008-2012. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
Metode penelitian adalah langkah atau prosedur yang akan dilakukan 
dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan 
permasalahan dan menguji hipotesis penelitian. Adapun metode penelitian yang 
digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
3.1.  Rancangan Penelitian  
Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian eksplanasi atau 
explanatory yang menjelaskan hubungan antar variabel penelitian.  Desain 
eksplanatif karena studi ini melakukan uji hipotesis dalam persamaan struktural 
untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) di Provinsi Papua Barat.  Dimana dalam penelitian ini dana 
perimbangan diproksi dengan rasio antara DBH dengan Belanja Modal, rasio 
antara DAU dengan belanja langsung, Rasio DAK dengan belanja modal dan 
rasio DOK dengan total alokasi untuk belanja pendidikan, kesehatan, 
Infrastruktur dan ekonomi, Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai salah satu indikator untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat.  
 
3.2.  Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 9 
kabupaten/kota yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak-
Fak, Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, 
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Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Kaimana. 
Kabupaten Tambraw dan Kabupaten Maybrat tidak dimasukkan kedalam lokasi 
penelitian karena daerah tersebut menjadi daerah otonom pada tahun 2010. 
Terdapat tiga alasan pokok yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan Provinsi 
Papua Barat sebagai lokasi penelitian.  Pertama, Provinsi Papua Barat  adalah 
salah satu Provinsi yang terletak di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang secara 
relatif perkembangan ekonominya belum sebaik Provinsi di Kawasan Barat 
Indonesia (KBI). Kedua, Provinsi Papua Barat merupakan salah satu dari lima 
Provinsi yang mendapatkan otonomi khusus di Indonesia.  Ketiga, penelitian 
serupa, khususnya di Provinsi Papua Barat belum pernah dilakukan, sehingga 
belum tersedia informasi empiris mengenai dampak pelaksanaan desentralisasi 
fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut.   
 
3.3.  Jenis dan Sumber Data 
Berdasarkan teknik pengumpulan data, Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperlukan dalam penelitian ini 
meliputi: (1) Data Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (Pajak 
dan Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 
Dana Otonomi Khusus (DOK) Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat periode 
2008-2012, (2) Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari  terdiri 
dari: Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama 
Sekolah (RLS), Paritas Daya Beli (PPP) Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat 
periode 2008-2012, (3) Data Belanja Langsung dan Belanja Modal 
Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat periode 2008-2012. 
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Data-data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi 
Papua Barat, Website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian 
Keuangan, hasil-hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, fasilitas internet, dan 
bahan literatur lainnya untuk melengkapi data-data yang diperlukan. 
 
3.4  Metode Analisis Data  
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua metode analisis yaitu 
analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif merupakan 
pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang 
berguna (Walpole,1995). Proses deskripsi data pada dasarnya meliputi upaya 
penelusuran dan pengungkapan informasi yang relevan yang terkandung dalam 
data dan penyajian hasilnya dalam bentuk yang lebih ringkas dan sederhana, 
sehingga pada akhirnya mengarah pada keperluan adanya penjelasan dan 
penafsiran. 
Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan pembangunan 
manusia (IPM) dan transfer pusat diera desentralisasi fiskal di Provinsi Papua 
Barat. Analisis deskriptif dilakukan dengan membaca Tabel dan Gambar untuk 
melihat kecenderungan dari perkembangan data-data komponen atau variabel 
yang digunakan dalam penelitian ini. 
Analisis kuantitatif merupakan metode yang berkaitan dengan tata cara 
pengumpulan data, analisis data dan interpretasi hasil analisis untuk 
mendapatkan informasi guna penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. 
Pendekatan kuantitatif memerlukan variabel tidak bebas dan  bebas sebagai 
obejek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefenisikan dalam 
bentuk operasionalisasi variabel masing-masing. Analisis kuantitatif dalam 
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penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, karena terdiri dari lebih 
dari satu variabel bebas. 
 Metode analisis kuantitatif  yang digunakan untuk menganalisis regresi 
berganda dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data panel (pooled 
data) dengan program software Microsoft Excel 2003 dan E-views.  Menurut 
Gujarati (1978), data panel (pooled data) atau yang disebut juga data longitudinal 
merupakan gabungan antara data cross section dan data time series. Data cross 
section adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak 
individu sedangkan data time series merupakan data yang dikumpulkan dari 
waktu ke waktu terhadap suatu individu. Metode data panel merupakan suatu 
metode yang digunakan untuk melakukan analisis empirik yang tidak mungkin 
dilakukan jika hanya menggunakan data time series atau cross section. 
Estimasi model yang menggunakan data panel dapat dilakukan dengan 
tiga metode, yaitu metode kuadrat terkecil (pooled least square), metode efek 
tetap (fixed effect) dan metode efek random (random effect). Untuk menentukan 
salah satu model estimasi dana panel  dari ketiga model tersebut, maka di 
gunakan uji Chow Test  dan uji Haussman Test. uji Chow Test  merupakan 
pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan Pooled Least Square 
atau Fixed Effect.  Sedangkan uji Haussman Test merupakan pengujian untuk 
memilih apakah model yang digunakan Fixed Effect atau Random Effect.  
Penelitian dengan menggunakan data panel dengan cross section 9 
kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dan time series tahun 2008-2012,  
Y = f (X1,X2, X3, X4) …………………………………...…….............. (1) 
Secara ekonometrika model persamaan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut :  
Yit = α + β1X1it+ β2X2it + β3X3it  +  β4X4it  + μ ............................... (2) 
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Dimana: 
 Y it = Indeks Pembangunan Manusia(IPM)  
 X1it = Proporsi DBH) terhadap belanja modal (Persen) 
 X2it = Proporsi DAU terhadap belanja langsung (Persen) 
X3it  =Proporsi DAK terhadap belanja modal (Persen) 
X4it = Proporsi DOK terhadap belanja modal (Persen) 
α      =  intercept/ konstanta 
β1, β2, β3, β4, β5  =  koefisien regresi 
µ        =  error term 
 
            Persamaan (3) diatas akan diestimasi dengan pendekatan atau metode 
Pooled Least Squaredengan menggunakan program pengelolah data Eviews. 
Untuk melihat kualitas model, yakni seberapa besar variabel independent dapat 
menjelaskan variabel dependent maka dihitung nilai koefisien regresi (R2), 
dengan nilai diantara 0 dan 1. Semakin mendekati 1, berarti semakin besar 
kemampuan variabel independent untuk menjelaskan (pengaruhnya) kepada 
variabel dependent. 
Hasil dari pengolahan data tersebut akan dilakukan uji hipotesis, uji 
tersebut digunakan untuk memeriksa atau menguji apakah koefisien regresi yang 
didapat signifikan (koefisien regresi yang secara statis tidak sama dengan nol). 
Jika koefisien slope sama dengan nol, berarti dapat dikatakan bahwa tidak cukup 
bukti untuk menyatakan variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel 
terikat. Maka berdasaran hal tersebut dilakukan dua uji hipoteisis, yaitu uji-t dan 
uji-F. Uji-t untuk menguji koefisien regresi, termasuk intercept intercept secara 
Individu, sedangkan Uji-F digunakan untuk melakukan uji hipotesis koefisien 
regresi secara bersamaan.  
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Uji-t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 
independen signifikan atau tidak terhadap veriabel dependen dengan 
menganggap variabel independen lainnya konstan. Sedangkan Uji-F untuk 
melihat seberapa besar pengaruh variabel independent secara keseluruhan atau 
bersama-sama terhadap variabel dependen.  Pengujian ini dilakukan untuk 
membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Jika F-hitung lebih besar dari F-
Tabel maka Ho ditolak, yang berarti variabel independen secara bersama-sama 
mempengaruhi variabel dependen. 
 
3.5 Definisi Operasional  
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks gabungan yang 
digunakan untuk mengukur taraf kualitas hidup manusia yang dilihat dari 
pendidikan, kesehatan dan pendapatan perkapita sebagai tolak ukur. 
2. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada 
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
otonomi daerah dan desentralisasi, yang terdiri dari:  
a.  Dana Bagi Hasil adalah Proporsi realisasi DBH (pajak dan bukan 
pajak) terhadap realisasi belanja modal Kabupaten/Kota di Papua 
Barat periode 2008-2012. dinyatakan dalam satuan persen.  
b.  Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Proporsi realisasi dana DAU 
terhadap realiasi belanja langsung Kabupaten/Kota di Papua 
Barat periode 2008-2012, dinyatakan dalam satuan persen.  
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c  Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah Proporsi realisasi DAK  
terhadap realisasi belanja modal Kabupaten/Kota di Papua Barat 
periode 2008-2012, dinyatakan dalam satuan persen.  
d. Dana Otonomi Khusus Papua adalah Proporsi realisasi DOK 
terhadap realisasi belanja pemerintah di bidang pendidikan, 
kesehatan, infrastruktur dan ekonomi Kabupaten/Kota di Papua 
Barat periode 2008-2012, dinyatakan dalam satuan persen. 
 39 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian 
 Gambaran umum penelitian terdiri dari kondisi geografis daerah 
penelitian, perkembangan penduduk, serta perkembangan perekenomian 
kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dari tahun 2008 sampai tahun 2012.  
4.1.1 Kondisi Geografis Daerah Penelitian   
 Provinsi Papua Barat merupakan provinsi kedua di Tanah Papua yang 
terletak pada titik koordinat antara 0° - 4° derajat Lintang Selatan dan 124° - 132° 
derajat Garis Bujur Timur, berada tepat dibawah garis Khatulistiwa dengan 
ketinggian antara 0-100 meter diatas permukaan laut. Secara Geografis, Provinsi 
Papua Barat berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah utara, Laut Banda 
dan Provinsi Maluku disebelah selatan, Laut Seram dan Provinsi Maluku 
disebelah barat dan Provinsi Papuase disebelah timur.Luas wilayah Provinsi 
Papua Barat mencapai 97.407,61 Km2 (berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 6 Tahun 2008) habis dibagi menjadi 10 kabupaten dan 1 kota,  
yang terdiri atas 162 Kecamatan, dan 1.392 desa, dimana kabuapaten 
Tambrauw terbentuk pada tahun 2008 yang merupakan hasil pemekaran dari 
Kabupaten Sorong. Sedangkan Kabupaten Maybrat terbentuk pada tahun 2008 
yang merupakan hasil pemekaran dari daerah kabupaten sorong. Untuk dapat 
melihat luas wilayah dan persentase terhadap  luas wilayah  masing-masing 
kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat disajikan pada Tabel 4.1. berikut : 
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Tabel 4.1 
Luas Wilayah Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota tahun 2012 
Sumber : Papua Barat dalam Angka 2012  
 Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa wilayah yang paling luas 
pada Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Teluk Bintuni dengan luas wilayah 
20.840,83 km2  atau 21,4 persen dari luas wilayah Provinsi Papua Barat. 
Selanjutnya kabupaten Kaimana dengan luas wilayah 16.241,84 km2  atau 16,67 
persen dari Luas Wilayah Provinsi Papua Barat. Kabupaten Tambraw yang 
membentuk daerah otonom pada tahun 2008 merupakan kabupaten dengan luas 
wilayah terbesar ketiga di provinsi papua barat, yakni seluas 11.529, 18 km2  atau 
11,84 persen dari luas wilayah Papua Barat. Sedangkan daerah yang memilik 
luas wilayah paling kecil adalah Kota Sorong dengan luas wilayah sebesar 
656,64 km2 atau sebesar 0,67 dari luas wilayah provinsi Papua Barat. Daearah 
dengan luas wilayah terkecil kedua adalah Teluk Wondama dengan luas wilayah 
3.959,53 km2  atau sebesar 0,46 persen dari luas wilayah provinsi Papua Barat. 
Kabupaten Maybrat yang terbentuk pada tahun 2008 yang merupakan hasil 
No Kabupaten/kota Luas (km
2
) Presentase (%) 
1 Fakfak 8 772,46 9,01 
2 Kaimana 16 241, 84 16,67 
3 Teluk Wondama 3 959, 53 4,06 
4 Teluk Bintuni 20 840, 83 21,4 
5 Manokwari 8 772,46 9,01 
6 Sorong Selatan 6 594,31 6,77 
7 Sorong 6 544,23 6,72 
8 Raja Ampat 8 034,44 8,25 
9 Tambrauw 11 529, 18 11,84 
10 Maybrat 5 461,69 5,61 
11 Kota Sorong 656,64 0,67 
12 Papua Barat 97 407,61 100 
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pemekaran dari kabupaten Sorong adalah daerah dengan luas wilayah terkecil 
ketiga, dengan luas 5.461,69 km2 atau sebesar 5,61 persen dari luas Provinsi 
Papua Barat.  
Gambar 4.1                                                                                               
Luas Wilayah Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota                       
tahun 2012 
 
Sumber: Papua Barat dalam Angka 2012 
4.1.2 Perkembangan Perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 
Barat Periode 2008-2012  
Sejalan dengan perkembangan dan pembangunan Kabupaten/Kota di 
Provinsi Papua Barat, maka salah satu indikator untuk mengukur kemajuan 
perekonomian suatu daerah melalui PDRB. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi 
Papua Barat dapat dihitung berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan yang 
berarti bahwa nilai PDRB dihitung berdasarkan nilai semua barang dan jasa yang 
berlaku pada tahun dasar. Maksud perhitungan ini adalah untuk mengetahui 
pertumbuhan rill ekonomi yang nilainya telah terbebas dari pengaruh harga baik 
inflasi maupun deflasi.  
 
Fakfak; 9,01 
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Manokwari; 
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Tabel 4.2                                                                                                            
Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat                    
Periode 2008-2012 
Sumber : Publikasi BPS tahun 2007-2012 
 Berdasarkan data pada Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa 
pertumbuhan ekonomi Papua Barat terus berfluktuasi setiap tahunnya. 
Pertumbuhan ekonomi provinsi papua barat berkisar pada 7-28 persen. Selama 
lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat terus mengalami 
peningkatan dan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi 
provinsi lain dan pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. sejak tahun 2008 
sampai pada tahun 2012 pertubuhan ekonomi Provinsi Papua barat meningkat 
sebesar 115, 33 persen (ditunjukkan pada Tabel 4.4). Pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi ini disebabkan oleh sektor migas yang terus mengalami peningkatan, 
terlebih setelah berproduksinya LNG tangguh.  
Data pada Tabel 4.4 menujukkan bahwa PDRB Provinsi Papua barat atas 
dasar harga konstan berdasarkan lapangan usaha terus mengalami peningkatan, 
sektor yang mengalami peningkatan paling besar adalah sektor industri 
pengolahan, yakni meningkat  sebesar 623,41 persen selama lima tahun terakhir. 
Tahun PDRB Harga Konstan Perkembangan (%) 
2007 5.934.315,82 - 
2008 6.399.528,24 7,84 
2008 7.286.977,24 13,87 
2010 9.361.360,21 28,47 
2011 11.890.142,26 27,01 
2012 13.780.123,19 15,89 
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Tabel 4.3 
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Barat atas dasar harga konstan 
2000 Menurut Lapangan Usaha 2008-2012 (dalam Ratusan)  
 
Lapangan 
Usaha 
2008 2008 2010 2011 2012 
Pertumbuhan 
2008-2012 
Pertanian 1.826.853 1.896.815 2.012.215 2.045.718 2.075.894 13,63% 
Pertambang
an dan 
Penggalian 
1.101.023 1.099.265 1.090.052 1.155.964 1.219.810 10,79% 
Industri 
Pengolahan 
875.563 1.368.460 3.010.930 4.957.829 6.333.959 623,41% 
Listrik dan 
Air Bersih 
29.134 31.766 34.085 37.103 40.371 38,57% 
Bangunan 579.418 654.539 718.468 806.398 905.575 56,29% 
Perdaganga
n, Hotel dan 
Restoran 
671.764 715.364 743.882 833.958 916.689 36,46% 
Pengangkut
an dan 
Komunikasi 
474.281 551.874 609.263 681.661 760.510 60,35% 
Keuangan, 
Persewaan 
dan Jasa 
Perusahaan 
150.411 186.034 198.242 214.420 232.429 54,53% 
Jasa-jasa 691.081 782.860 944.223 1.157.092 1.294.885 87,37% 
PDRB 6.399.528 7.286.977 9.361.360 11.890.142 13.780.123 115, 33 % 
Sumber : Publiksi BPS Papua Barat tahun 2008-2012 
Pada Gambar 4.4 menunjukkan bahwa Sektor industri pengelohan 
merupakan sektor yang berkontribusi sangat besar pada perekonomian di Provinsi 
Papua Barat, yakni 45,96 persen dari total PDRB Provinsi Papua Barat pada tahun 
2012. Selanjutanya sektor yang mengalami peningkatan terbesar kedua setelah 
sektor industri pengolahan selama lima tahun terakhir adalah sektor jasa-jasa, 
yakni meningkat sebesar 87,37 persen, meskipun mengalami peningakatan yang 
relatif tinggi tetapi hanya berkontribusi sebesar 9,4 persen  dari total PDRB 
Provinsi Papua Barat pada tahun 2012.  
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Gambar 4.2                                                                                                  
Presentase Kontribusi Sektor Usaha terhadap PDRB di Provinsi Papua Barat 
Tahun 2012 
 
 
Sumber : Papua Barat dalam angka tahun 2012 
4.1.3 Perkembangan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat 
Periode 2008-2012  
  Jumlah Penududuk Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat terus 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang diperoleh 
dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, seperti pada Tabel 4.2 
menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat pada tahun 2008 
tercatat sebanyak 729.962 jiwa. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah penduduk 
di Provinsi Papua Barat tercatat sebanyak 816.280 jiwa. Hal ini menunjukkan 
bahwa selama 5 tahun laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Barat 
sebesar 11,83 persen.  
  Pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 daerah dengan 
jumlah penduduk terbanyak adalah kota sorong, yakni sebanyak 206.583 jiwa 
atau 25,31 persen dari total penduduk di Provinsi Papua Barat. Berikutnya 
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daerah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua merupakan ibukota Provinsi, 
yakni kabupaten Manokwari dengan jumlah penduduk sebanyak 201.936 jiwa 
atau 24,74 persen dari total penduduk di Provinsi Papua Barat. Daerah dengan 
penduduk terbanyak ketiga adalah kabupaten sorong dengan jumlah penduduk 
sebanyak 73.642 jiwa atau 9,02 di Provinsi Papua Barat.  
Tabel 4.4 
Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota                       
tahun 2008-2012 
Sumber : Badan Pusat Satatistik Provinsi Papua Barat 
Pada Tabel Gambar 4.2 menunjukkan juga bahwa pada tahun 2012 
daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Tambrauw, 
yakni sebanyak 6.395 jiwa atau 0,78 persen dari total penduduk di Provinsi 
Papua Barat. Berikutnya daerah dengan jumlah penduduk jumlah penduduk 
paling sedikit setelah kabupaten tambrauw adalah kabupaten Teluk Wondama 
dengan jumlah penduduk sebanyak 28.221 jiwa atau 3,46 persen dari total 
penduduk di Provinsi Papua Barat. 
 
 
 
Kabupaten 2008 2008 2010 2011 2012 
Fakfak 66.864 68.116 66.828 68.503 71.069 
Kaimana 41.973 42.810 46.249 48.251 49.95 
Teluk Wondama 23.140 23.569 26.321 27.233 28.221 
Teluk Bintuni 54.528 55.805 52.422 54.194 56.167 
Manokwari 172.855 176.847 187.726 194.948 201.936 
Sorong Selatan 61.463 62.583 37.900 39.297 41.291 
Sorong 98.691 99.712 70.619 73.088 73.642 
Raja Ampat 41.170 41.860 42.507 43.435 45.078 
Kota Sorong 169.278 172.558 190.625 199.630 206.583 
Papua Barat 729.962 743.860 760.422 789.013 816.280 
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Gambar 4.3                                                                                              
Presentase Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat  Menurut 
Kabupaten/Kota tahun 2012 
 
Sumber: Papua Barat dalam Angka 2012 , diolah 
 
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian  
4.2.1 Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia 
Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2012 
Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang 
menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan 
pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya guna 
memperoleh pendapatan untuk mencapai hidup layak, peningkatan derajat 
kesehatan agar meningkat usia hiduppanjang dan sehat dan meningkatkan 
pendidikan (kemampuan baca tulis) dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi 
dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi.  
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4.2.1.1. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi 
Papua Barat Tahun 2008-2102 
Angka harapan hidup merupakan tolak ukur indikator kesehatan. Faktor 
kesehatan merupakan indikator penting penunjang pembangunan manusia 
karena bila daya tahan tubuh baik maka akan meningkatkan produktivitas.  
Tabel 4.5 
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2012 
No Kab/Kota 
Angka Harapan Hidup 
2008 2008 2010 2011 2012 
1 Kab. Fak-Fak 69,81 70,16 70,52 70,88 71,24 
2 Kab. Manokwari 67,38 67,67 68 68,29 68,58 
3 Kab. Sorong 67,12 67,49 67,85 68,22 68,59 
4 Kota Sorong 71,12 71,53 71,95 72,36 72,52 
5 Kab. Raja Ampat 65,43 65,75 66,17 66,5 66,82 
6 
Kab. Sorong 
Selatan 
66,33 66,49 66,66 66,82 66,99 
7 Kab. Teluk Bintuni 67,55 67,88 68,21 68,54 68,88 
8 
Kab. Teluk 
Wondama 
67 67,25 67,51 67,76 68,01 
9 Kab. Kaimana 69,26 69,48 69,65 69,88 70,11 
10 Papua Barat 67,9 68,2 68,51 68,81 69,14 
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat , Indeks Pembangunan Manusia Provinisi Papua 
Barat tahun 2008-2012 
 
Data pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari tahun 2008-2012 angka 
harapan hidup (AHH) kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat mengalami 
peningkatan. Hal ini menunjukkan terjadi perbaikan kualitas kesehatan 
masayarakat kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.  
Secara keseluruhan, dari tahun 2008 hingga tahun 2012 angka harapan 
hidup tertinggi kabupaten dan kota di Paua Barat adalah Kota Sorong kemudian 
Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Kaimana dengan nilai rata-rata masing-
masing kabupaten/kota ini adalah 71,90  tahun, 70,52 tahun dan 69,68 tahun.Hal 
ini dapat dipahami melihat Kota Sorong merupakan satu-satunya kota di Provinsi 
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Papua Barat sehingga sehingga memiliki sarana dan prasarana sosial dan 
kesehatan yang memadai. 
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Teluk 
Wondama, berturt-turut merupakan daerah dengan angka harapan hidup terkecil 
di Provinsi Papua Barat dengan nilai rata-rata kabupaten/kota ini adalah 66,13 
tahun, 66,66 tahun dan 67,51 tahun. Hal ini dapat terjadi karena ketiga daerah 
tersebut merupakan daerah pemekaran sehingga sarana dan prasarana sosial 
dan kesehatan belum memadai dan masaih dalam proses pembangunan. 
Rata-rata angka harapan hidup kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat 
dari tahun 2008 hingga 2012 adalah sebesar 68,49 tahun. Angka Harapan Hidup 
ketika lahir merupakan suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang 
akan dicapai oleh sekelompok penduduk yang dilahirkan pada tahun tersebut 
(BPS, 2010). Dengan demikian dapat diartikan rata-rata lamanya hidup sejak 
lahir yang akan dicapai oleh penduduk yang dilahirkan pada tahun 2008 hingga 
tahun 2012 di Provinsi Jawa Barat adalah selama 68,49 tahun. 
4.2.1.2. Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama       
(RLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2012 
 Hanya negara yang mempunyai sumber daya manusia (SDM) berkualitas 
yang akan mampu bersaing dengan negara lain dalam era globalisasi seperti 
saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah khususnya pemerintah 
daerah perlu lebih mengedepankan upaya peningkatan kualitas SDM melalui 
program-program pembangunan yang lebih berorientasi pada pemenuhan 
kebutuhan pendidikan baik formal maupun non formal. Pendidikan merupakan 
salah satu elemen penting pembangunan dan perkembangan sosial ekonomi 
masyarakat. Pendidikan juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas 
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hidup individu dan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat 
maka akan semakin baik kualitas sumber dayanya dan akan semakin mampu 
menghadapi persaingan di era globalisasi. 
 Angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah merupakan 
penunjang indeks pendidikan dan bagian dari komponen pembangunan 
manusia. Pembangunan di bidang pendidikan akan membawa dampak positif 
cukup nyata di masa mendatang.  
Tabel 4.6 
Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat  
  Tahun 2008-2012 
No Kab/Kota  Angka Melek Huruf  
2008 2008 2010 2011 2012 
1 Kab. Fak-Fak 97,17 97,18 97,46 98,13 98,47 
2 Kab. Manokwari 85,37 85,67 87,79 88,77 89,03 
3 Kab. Sorong 91,39 88,2 91,69 91,76 91,84 
4 Kota Sorong 99,1 99,12 99,13 99,14 99,69 
5 Kab. Raja Ampat 92,69 92,77 93,62 94,13 94,34 
6 Kab. Sorong Selatan 88,07 91,4 88,32 88,43 88,45 
7 Kab. Teluk Bintuni 82,67 82,98 85,9 87,05 87,38 
8 Kab. Teluk Wondama 82,85 83,13 84,05 84,18 85,12 
9 Kab. Kaimana 95,48 95,49 95,5 96,91 96,99 
10 Papua Barat  92,15 92,34 93,19 93,39 93,74 
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, Indeks Pembangunan Manusia Provinisi Papua 
Barat tahun 2008-2012 
 
Data pada Tabel 4.6 menunjukkan data angka melek huruf 
kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dari  tahun 2008 sampai pada tahun 
2012. Selama lima tahun terakhir, rata-rata angka melek huruf (AMH) 
kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat semakin meningkat, yakni sebesar 2,1  
persen. Rata-rata angka melek huruf kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 
sebesar 91,42 persen, sehingga dapat diartikan bahwa persentase penduduk 
usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah 
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kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah 91,42  persen dari total 
penduduknya. 
Kota Sorong, Kabupaten Fak-Faka dan Kabupaten Kaimana merupakan 
daerah di Provinsi Papua Barat yang yang memiliki angka melek huruf tertinggi 
dengan nilai rata-rata masing-masing sebesar 99,24 persen, 97,68 persen dan 
96,07 persen. Sedangkan Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, 
dan Kabupaten Manokwari merupakan daerah yang memiliki angka melek huruf 
terendah dengan nilai rata-rata masing-masing sebesar 83,87 persen, 85,20 
persen dan 87,33 persen.  
Selain Angka Melek Huruf (AMH), indeks pendidikan juga ditunjang oleh 
angka Rata-rata Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah lama 
sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun keatas.  
Data pada Tabel 4.7 menujukkan bahwa rata-rata lama sekalah kabupaten/kota 
di Provinsi Papua Barat dari tahun 2008 hingga tahun 2012 terus mengalami 
peningkatan. Rata-rata lama sekolah masyarakat kabupaten/kota di Provinsi 
Papua Barat selama tahun 2008 hingga 2012 adalah 8 tahun atau diatas lulusan 
sekolah dasar. Nilai rata-rata lama sekolah sebesar 8 tahun menunjukkan bahwa 
rata-rata tingkat pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat adalah SMP.  
 Kota Sorong, Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Manokwari merupakan 
daerah yang memiliki angka rata-rata lama sekolah tertinggi selama lima tahun 
terkahir di Provinsi Papua Barat dengan nilai rata-rata masing-masing 10,66 
tahun, 9,23 tahun dan 8,17 tahun. Sedangkan kabupaten Kabupaten Teluk 
Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Raja Ampat merupakan 
daerah yang memeiliki angka rata-rata lama sekolah terendah selama lima tahun 
terakhir di Provinsi Papua Barat dengan nilai rata-rata masing-masing 6,65 
tahun, 6,91 tahun , dan 7,31 tahun. 
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Tabel 4.7 
Rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat 
 Tahun 2008-2012 
No Kab/Kota  Rata-rata Lama Sekolah  
2008 2008 2010 2011 2012 
1 Kab. Fak-Fak 8,93 9,09 9,27 9,37 9,49 
2 Kab. Manokwari 7,59 7,95 8,37 8,43 8,53 
3 Kab. Sorong 8 8,04 8,06 8,09 8,11 
4 Kota Sorong 10,52 10,54 10,59 10,68 10,99 
5 Kab. Raja Ampat 7 7,26 7,35 7,43 7,53 
6 Kab. Sorong Selatan 7,9 7,94 7,98 8,06 8,09 
7 Kab. Teluk Bintuni 6,85 6,88 6,9 6,91 7,02 
8 Kab. Teluk 
Wondama 
6,39 6,44 6,61 6,69 7,14 
9 Kab. Kaimana 7,1 7,32 7,55 7,63 7,95 
10 Papua Barat  7,67 8,01 8,21 8,26 8,45 
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, Indeks Pembangunan Manusia Provinisi Papua 
Barat tahun 2008-2012 
 
  Berdasarkan pada kedua kecenderungan angka melek huruf (AMH) dan 
rata-rata lama sekolah (RLS) seperti telah dijelaskan sebelumnya dapat 
disimpulkan bahwa wilayah perkotaan relatif memiliki angka yang lebih tinggi 
dalam pencapaian indeks pendidikan, baik untuk Angka Melek Huruf (AMH) 
maupun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) jika dibandingkan dengan wilayah 
kabupaten yang cenderung merupakan daerah pedesaan atau daerah 
pemekaran.  Hal ini diduga terkait dengan kesadaran masyarakat kota yang lebih 
tinggi terhadap pendidikan dibandingkan dengan masyarakat di pedesaan, selain 
itu sarana dan prasarana pendidikan di daerah perkotaan atau daerah otonom 
lama relatif lebih baik jika dibandingkan dengan daerah pemekaran baru.  
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4.2.1.3. Perkembangan Indikator Daya Beli Masyarakat (Purchasing Power 
Parity) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2012 
Kemampuan daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan 
masyarakat secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya, dan 
sangat jauh berbeda dengan PDRB per kapita atau yang dikenal dengan income 
per capita. Untuk mengukur standar hidup layak, data PDRB per kapita tidak 
dapat digunakan karena bukan ukuran yang peka untuk kemampuan daya beli 
penduduk. Oleh sebab itu, penghitungan daya beli penduduk menggunakan 
konsumsi per kapita yang kemudian disesuaikan. Oleh karena itu, daya beli 
masyarakat suatu wilayah dapat dibandingkan dengan daya beli masyarakat di 
wilayah lain. Untuk melihat gambaran kemampuan daya beli masyarakat 
kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dapat dilihat dari Tabel 4.8. 
Data pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa secara rata-rata terjadi 
kenaikan kemampuan daya beli masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Papua 
Barat dari tahun 2008 hingga tahun 2012, yakni sebesar 1,15 persen. Rata-rata 
kemampuan daya beli masyarakat dari tahun 2008 hingga tahun 2012 yaitu Rp. 
595.809.  
Tabel 4.8 
Daya Beli Masyarakat (Purchasing Power Parity) Kabupaten/Kota di Provinsi 
Papua Barat Tahun 2008-2012 
 
No Kab/Kota  Daya Beli yang disesuaikan (PPP) (Ribu Rupiah) 
2008 2008 2010 2011 2012 
1 Kab. Fak-Fak 582,51 585,63 589,06 592,3 594,23 
2 Kab. Manokwari 584,87 588,11 588,3 589,12 590,54 
3 Kab. Sorong 596,11 597,45 598,18 600,62 601,41 
4 Kota Sorong 633,78 634,63 635,48 638,7 641,28 
5 Kab. Raja Ampat 558,87 560,49 560,7 562,22 563,96 
6 Kab. Sorong Selatan 585,7 587,9 588,85 590,23 591,79 
7 Kab. Teluk Bintuni 596,3 597,49 598,46 600,33 601,28 
8 Kab. Teluk Wondama 597,65 600,79 601 601,97 602,76 
9 Kab. Kaimana 596,37 599,4 600,31 601,27 603,01 
10 Papua Barat  593,13 595,28 596,08 599,28 601,56 
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, Indeks Pembangunan Manusia Provinisi Papua 
Barat tahun 2008-2012 
53 
 
 
 
 
 
 Data Tabel 4.8 menunjukkan bahwa Kota Sorong, Kabupaten Teluk 
Wondama, dan Kabupaten Kaimana merupakan daerah yang memiliki rata-rata 
kemampuan daya beli masyarakat tertinggi selama lima tahun terkahir di Provinsi 
Papua Barat dengan nilai rata-rata masing-masing Rp. 636.774, Rp. 600.834 dan 
Rp. 600.072. sedangkan Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Manokwari, dan 
Kabupaten Fak-Fak merupakan daerah yang memiliki rata-rata kemampuan daya 
beli masyarakat terendahi selama lima tahun terkahir di Provinsi Papua Barat 
dengan nilai rata-rata masing-masing Rp. 561.248, Rp. 588.188, Rp. 588.746.  
 Data Tabel 4.8 menunjukkan bahwa antara satu daerah dan daerah yang 
lain memiliki kemampuan daya beli masyarakat yang tidak jauh berbeda, berkisar 
Rp. 500.000-Rp. 600.000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak 
terjadi ketimpangan antara satu daerah yang memiliki bentuk pemerintahan 
kabupaten dan kota. Kegiatan perekonomian perkotaan yang lebih maju 
memberikan dampak trickle down effect terhadap kegiatan perekonomian 
kabupaten, sehingga kemampuan daya beli masyarakat kabupaten menjadi 
meningkat seiring dengan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat kota. 
4.2.1.4. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di 
Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2012 
 Komponen-komponen Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf 
(AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Kemampuan Daya Beli (PPP) 
digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan sosial ekonomi suatu 
daerah yang ditunjukkan oleh besar kecilnya angka Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM). Pada Gambar 4.4 menampilkan performance pembangunan 
manusia yang perlihatkan dengan angka IPM. 
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 Gambar 4.4 menunjukkan bahwa dari tahun 2008 hingga tahun 
2012 secara umum terjadi kenaikan angka IPM setiap kabupaten/kota di Provinsi 
Papua Barat dengan presentase pertumbuhan rata-rata 2,88 persen selama lima 
tahun terakhir. Rata-rata pencapaian IPM kabupaten/kota selama tahun 2008 
hingga tahun 2012 adalah 76,28. Pada tahun 2012 angka IPM kabupaten/Kota 
Provinsi Papua Barat adalah sebesar 70,22 masih berada dibawah angka indeks 
pembangunan manusia nasional yang sebesar 73,29. Jika di bandingkan dengan 
angka indeks pembangunan manusia antar provinsi di Indonesia maka Provinsi 
Papua merupakan daerah dengan indeks pembangunan terendah kelima di 
Indonesia. 
Gambar 4.4 
Data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 
Barat Tahun 2008-2012 
 
Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, Indeks Pembangunan Manusia Provinisi Papua 
Barat tahun 2008-2012, data diolah 
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Pencapaian IPM kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat selama  tahun 
2008 hingga tahun 2012 menurut kategori yang ditetapkan oleh BPS,BAPENAS, 
UNDP, dapat dikategorikan bahwa daerah yang termasuk dalam IPM menengah 
rendah dengan kriteria (50 < IPM < 65,99) dan daerah yang termasuk dalam IPM 
menengah tinggi dengan kriteria (66 < IPM < 80,99). Berdasarkan kriteria 
tersebut maka daerah yang termasuk dalam IPM menengah rendah yaitu 
Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Raja Ampat dengan masing-masing 
nilai rata-rata IPM sebesar 64,56 dan 65,74 dan selebihnya mrupakan daerah 
dengan IPM menengah tinggi.  
Daerah dengan pencapaian angka IPM terendah di Provinsi Papua 
Barat selama tahun 2008 hingga tahun 2012 adalah Kabupaten Raja 
Ampat dengan  rata-rata IPM sebesar 64,56, hal ini disebabkan oleh 
angka harapan hidup dan kemampuan daya beli yang terendah 
dibandingkan dengan kabupaten yang lain di Provinsi Papua Barat. 
Daerah dengan capaian angka IPM tertinggi di Provinsi Papua 
Barat selama tahun 2008 hingga tahun 2012 adalah kota sorong. Kota 
sorong merupakan satu-satunya kota yang ada di Provinsi Papua Barat 
sehingga sarana dan prasana pada bidang kesehatan, pendidikan da 
ekonomi cukup memadai. Angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-
rata lama sekolah dan kemampuan daya beli kota merupakan yang 
tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Papua Barat 
pada tahun 2008 hingga 2012.  
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4.2.2  Perkembangan Komponen dana perimbangan Kabupaten/Kota di 
Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2012 
Dana perimbangan merupakan transfer pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah diera otonomi daerah, kemudian menjadi salah satu sumber 
penerimaan daerah untuk dialokasikan kepada belanja daerah, baik itu belanja 
langsung maupun belanja tidak lansung dengan tujuan peningkatkan 
kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan indikator indkes pembangunan 
manusia. Sumber penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan di 
Provinsi Papua Barat dibagi menjadi empat komponen, yakni Dana Bagi Hasil 
(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana 
Otonomi Khusu (DOK).  
4.2.2.1. Perkembangan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota di Provinsi 
Papua Barat Tahun 2008-2012 
Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dan bagi hasil bukan 
pajak/sumber daya alam. Tujuan dana bagi hasil untuk mengunrangi 
ketimpangan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
perkembangan dana bagi hasil kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dari 
tahun 2008 hingga tahun 2012 ditunjukkan pada Tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 
Perkembangan dana bagi hasil kabupaten/kota di provinsi Papua Barat Periode 
2008-2012 (dalam Jutaan Rupiah)  
 
No Kab/Kota Dana Bagi Hasil 
2008 2008 2010 2011 2012 
1 Kab. Fak-Fak 58.403 63.579 64.113 99.106 97.128 
2 Kab. Manokwari 94.506 113.852 129.260 110.961 110.298 
3 Kab. Sorong 185.362 246.924 159.784 141.731 148.280 
4 Kota Sorong 61.020 80.300 53.150 71.000 100.760 
5 Kab. Raja Ampat 71.065 131.343 124.153 114.195 106.447 
6 Kab. Sorong 
Selatan 
78.151 12.341 70.169 87.519 109.581 
7 Kab. Teluk Bintuni 173.251 334.400 335.100 190.200 238.724 
8 Kab. Teluk 
Wondama 
45.000 62.639 50.966 46.198 80.028 
9 Kab. Kaimana 47.924 53.039 80.598 78.109 75.199 
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, data 
diolah 
Data pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa transfer pemerintah pusat ke 
pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat melalui dana bagi hasil dari tahun 
2008 hingga tahun 2012 relatif mengalami peningkatan, kecuali kabupaten 
Sorong mengalami penurunan. Penurunan penerimaan dana bagi hasil 
kabupaten Sorong disebabkan oleh pemekaran dua daerah otonom dikabupaten 
sorong, yakni Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat. Meskipun dari 
tahun 2008 hingga tahun 2012 rata-rata penerimaan dana bagi hasil kabupaten 
Sorong bertumbuh -20 persen tetapimerupakani daerah penerima dana bagi 
hasil tertinggi kedua di Provinsi Papua Barat.  
Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari 
merupakan daerah dengan penerimaan dana bagi hasil tertinggi di Provinsi 
Papua Barat dengan rata-rata dana bagi hasil dari tahun 2008 hingga tahun 2012 
masing-masing sebesar Rp. 254.334.915.000, Rp 111.775.409.704 dan Rp. 
176.416.297.000. Tingginya penerimaan dana bagi hasil ketiga daerah tersebut 
berasal dari dana bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam, terutama 
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Kabupaten Teluk Bintuni setelah berproduskinya perusahaan gas BP LNG 
Tangguh.  
Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kota 
Sorong merupakan daerah dengan penerimaan dana bagi hasil terendah di 
Provinsi Papua Barat dengan rata-rata dana bagi hasil dari tahun 2008 hingga 
tahun 2012 masing-masing sebesar Rp 56.966.205.553, Rp 71.552.113.427 dan 
Rp  73.245.908.400. 
4.2.2.2. Perkembangan Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Provinsi 
Papua Barat Tahun 2008-2012 
Dana alokasi umum (DAU) merupakan transfer pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah dengan tujuan pemerataan fiskal antar daerah. DAU bersifat 
“Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai 
dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.Tabel 4.10 menunjukkan 
perkembangan dana alokasi umum kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dari 
tahun 2008 hingga tahun 2012. 
Tabel 4.10 
Perkembangan Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat 
tahun 2008-2012 (dalam jutaaan rupiah)  
No Kab/Kota Dana Alokasi Umum 
2008 2008 2010 2011 2012 
1 Kab. Fak-Fak 378.324 361.815 358.623 404.104 479.792 
2 Kab. Manokwari 334.245 395.191 390.174 444.345 557.020 
3 Kab. Sorong 272.373 327.413 228.170 360.930 414.441 
4 Kota Sorong 238.951 239.515 238.204 284.786 350.960 
5 Kab. Raja Ampat 296.124 314.053 314.196 372.442 454.891 
6 Kab. Sorong Selatan 418.029 267.508 157.831 255.252 312.713 
7 Kab. Teluk Bintuni 344.625 343.393 324.026 391.765 472.544 
8 Kab. Teluk Wondama 236.404 213.954 236.896 270.182 318.113 
9 Kab. Kaimana 361.450 353.361 346.855 392.068 444.834 
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, data 
diolah 
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Data pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari tahun 2008 hingga tahun 
2012 secara umum terjadi kenaikan dana alokasi umum kabupaten/kota di 
Provinsi Papua Barat, kecuali pada kabupaten sorong yang mengalami 
penurunan dana alokasi umum sebesar 25,19 persen. Penurunan dana alokai 
umum pada Kabupaten Sorong disebabkan oleh pemekaran dua daerah otonom 
dikabupaten sorong, yakni Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat.  
Daerah penerima dana alokasi umum terbesar terdiri dari Kabupaten 
Manokwari, Kabupaten Kabupaten Fak-Fak, dan Kabupaten Teluk Bintuni 
dengan rata-rata penerimaan dana alokasi umum dari tahun 2008 hingga 2012 
masing-masing sebesar Rp 345.156.522.000, Rp 324.168.453.800, dan Rp  
306.591.914.600. 
Daerah Penerima dana alokasi umum terkecil terdiri dari Kabupaten Teluk 
Wondama, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan dengan rata-rata 
penerimaan dana alokasi umum dari tahun 2008 hingga 2012 masing-masing 
sebesar Rp 212.318.846.000, Rp  222.579.998.200 dan  Rp 228.764.975.800. 
4.2.2.3. Perkembangan Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi 
Papua Barat Tahun 2008-2012 
Dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana transfer pemerintah pusat 
ke pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian 
dari prosssgram yang menjadi perioritas nasioal dan menjadi urusan daerah. 
Tabel 4.11 menunjukkan perkembangan dana alokasi khusus kabupaten/kota di 
Provinsi Papua Barat dari tahun 2008 hingga tahun 2012.  
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Tabel 4.11 
Perkembangan Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat 
periode 2008-2012 (dalam jutaan rupiah)  
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, data 
diolah 
 
Data pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari tahun 2008 hingga tahun 
2012 secara umum terjadi penurunan penerimaan dana alokasi umum 
kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, kecuali kabupaten Sorong yang memiliki 
peningkatan penerimaan yakni, Rp  44.926.000.000 pada tahun 2008 menjadi 
Rp  79.710.000.000 pada tahun 2012.   
Berdasarkan data pada Tabel 4.11, daerah yang memiliki rata-rata 
penerimaan dana alokasi khusus tertinggi dari tahun 2008 hingga tahun 2012 
adalah Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong 
masing-masing sebesar Rp 60.864.000.000, Rp 56.546.000.000 dan Rp 
56.433.200.000. sedangkan daerah dengan rata-rata penerimaan dana alokasi 
khusus terendah dari tahun 2008 hingga tahun 2012 adalah Kabupaten 
Kaimana, Kota Sorong dan Kabupaten Teluk Bintuni masing-masing sebesar Rp 
39.868.000.000, Rp 37.959.400.000 dan Rp 41.097.600.000.  
No Kab/Kota Dana Alokasi Khusus 
2008 2008 2010 2011 2012 
1 Kab. Fak-Fak 53.244 47,308 30.824 55.317 40.743 
2 Kab. Manokwari 61.962 51,963 53.597 60.694 54.514 
3 Kab. Sorong 44.926 49,587 33.529 74.414 79.710 
    4 Kota Sorong 45.040 45,712 19.384 44.669 34.992 
5 Kab. Raja Ampat 62.112 66,055 54.521 66.825 54.807 
6 Kab. Sorong Selatan 57.096 46,854 29.721 55.173 66.008 
7 Kab. Teluk Bintuni 43.124 40,791 33.613 44.662 43.298 
8 Kab. Teluk Wondama 52.809 40,455 34.812 52.843 46.919 
9 Kab. Kaimana 42.176 38,109 41.854 39.938 37.263 
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4.2.2.4. Perkembangan Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di  
Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2012 
Dana otonomi khusus merupakan dana transfer pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah yang mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaan 
otonomi daerah. Pemberian dana otonomi khusus bagi provinsi Papua Barat 
didasari atas pemikiran bahwa Provinsi Papua Barat adalah salah satu bagian 
dari Indonesia yang mempunyai ironi paling besar, memiliki kekayaan alam 
begitu melimpah di satu sisi, kemiskinan dan keterbelakangan yang nampak 
dengan mata telanjang di sisi lain. Perkembangan dana otonomi khusus papua di 
kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dari tahun 20008 hingga tahun 2012 
ditunjukkan pada Tabel 4.12. 
Tabel 4.12 
Perkembangan Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat 
tahun 2008-2012 (dalam jutaan rupiah)  
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, data 
diolah 
4.2.2.5. Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi   
Papua Barat tahun 2008-2012 
 Pada era otonomi daerah dana perimbangan merupakan sumber 
penerimaan terbesar daerah di Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan 
No Kab/Kota  Dana Otonomi Khusus 
2008 2008 2010 2011 2012 
1 Kab. Fak-Fak 118.867 132,251 99.844 64.192 70.500 
2 Kab. Manokwari 142.159 145,000 125.980 112.660 148.000 
3 Kab. Sorong 94.975 59,804 60.000 65.000 66.000 
4 Kota Sorong 66.890 72.542 23.918 49.381 73.150 
5 Kab. Raja Ampat 59.824 63,641 64.996 62.328 56.509 
6 Kab. Sorong Selatan 59.280 122,215 70.000 77.500 63.077 
7 Kab. Teluk Bintuni 60.000 125,000 125.000 97.000 78.000 
8 Kab. Teluk Wondama 57.400 80,000 63.000 93.454 59.279 
9 Kab. Kaimana 58.531 62,266 67.222 82.375 97.997 
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pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini 
menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah 
pusat sangat besar. Tabel 4.13 menunjukkan perkembangan dana perimbangan 
kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Tabel tersebut menunjukkan bahwa 
daerah dengan dana perimbangan terbesar adalah Kabupaten Teluk Bintuni.  
Tabel 4.13 
Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat 
tahun 2008-2012 (dalam jutaan rupiah)  
 
No Kab/Kota Dana Perimbangan 
2008 2008 2010 2011 2012 
1 Kab. Fak-Fak 489.971 472.702 453.560 558.526 617.663 
2 Kab. Manokwari 490.712 561.006 573.031 616.000 721.832 
3 Kab. Sorong 502.661 623.923 421.483 577.076 642.430 
4 Kota Sorong 345.011 365.527 310.738 400.455 486.711 
5 Kab. Raja Ampat 429.300 511.451 492.870 553.461 616.145 
6 Kab. Sorong Selatan 553.275 326.702 257.722 397.944 488.301 
7 Kab. Teluk Bintuni 561.000 718.584 692.739 626.626 754.566 
8 Kab. Teluk Wondama 334.213 317.048 322.673 369.223 445.060 
9 Kab. Kaimana 451.549 444.509 469.307 510.115 557.295 
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, data 
diolah 
4.2.3 Perkembangan Belanja Langsung dan Belanja Modal  
Kabupaten/Kota di Povinsi Papua Barat Tahun 2008-2012 
Belanja langsung termasuk didalamnya belanja modal merupakan 
pengeluaran pemerintah daerah yang langsung berhubungan dengan 
masyarakat sifatnya langsung menyentuh pada peningkatan kualitas layanan 
publik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan 
belanja lansung dan belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat 
tahun 2008 hingga tahun 2012 ditunjukkan pada Tabel 4.14 dan Tabel 4.15.  
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Tabel 4.14 
Perkembangan belanja Langsung kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tahun 
2008-2012 (dalam jutaan rupiah)  
 
No Kab/Kota 
Belanja Langsung 
2008 2008 2010 2011 2012 
1 Kab. Fak-Fak 465.523 418.485 283.072 362.669 414.459 
2 Kab. Manokwari 422.026 500.629 482.728 342.318 471.590 
3 Kab. Sorong 375.047 362.497 201.667 268.863 399.097 
4 Kota Sorong 208.473 220.454 168.618 221.311 389.170 
5 Kab. Raja Ampat 355.564 390.199 319.261 390.513 387.733 
6 Kab. Sorong Selatan 498.974 367.664 244.361 355.012 381.415 
7 Kab. Teluk Bintuni 546.877 768.069 769.876 671.117 722.608 
8 Kab. Teluk Wondama 390.077 296.883 280.561 358.605 404.261 
9 Kab. Kaimana 423.710 443.129 504.191 418.477 491.614 
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, data 
diolah 
Data pada Tabel 4.14 menunjukkan bahwa total belanja langsung 
kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dari tahun 2008 hingga tahun 2012 
cenderung mengalami peningkatan, kecuali Kabupaten Sorong Selatan.  
Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Manokwari 
merupakan tiga daerah dengan total belanja langsung tertinggi di Provinsi Papua 
Barat dari tahun 2008 hingga tahun 2012 masing-masing sebesar Rp  
695.709.412.708, Rp  456.224.282.405 dan Rp  443.858.144.263. Sedangkan 
Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Teluk Wondama merupakan 
tiga daerah dengan total belanja langsung terendah di Provinsi Papua Barat dari 
tahun 2008 hingga tahun 2012 masing-masing sebesar Rp  241.605.224.501, Rp  
321.434.202.700 dan Rp  346.077.403.238.  
  Data perkembangan belanja modal kabupaten/kota Provinsi Papua Barat 
dari tahun 2008-2012 pada Tabel 4.15 cenderung mengalami penurunan, kecuali 
kabupaten Teluk Bintuni dan Kota Sorong.  
 
 
 
64 
 
 
 
 
Tabel 4.15 
Perkembangan belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tahun 
2008-2012 (dalam jutaan rupiah)  
 
No Kab/Kota 
Belanja Modal 
2008 2008 2010 2011 2012 
1 Kab. Fak-Fak 265.894 231.867 147.445 203.470 235.079 
2 Kab. Manokwari 213.908 246.470 213.810 94.023 174.990 
3 Kab. Sorong 228.619 183.726 81.690 129.877 188.998 
4 Kota Sorong 101.229 82.149 61.245 103.538 185.910 
5 Kab. Raja Ampat 212.189 234.624 155.042 203.383 197.432 
6 Kab. Sorong Selatan 316.401 228,735 127.754 198.347 184.153 
7 Kab. Teluk Bintuni 317.085 441.746 418.000 369.202 401.461 
8 Kab. Teluk Wondama 280.418 219.483 177.223 184.268 233.709 
9 Kab. Kaimana 215.944 223.362 225.312 139.860 200.561 
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, data 
diolah 
Pada Tabel 4.15 menjukkan bahwa tiga daerah dengan rata-rata belanja 
modal tertinggi dari tahun 2008 hingga tahun 2012 adalah Kabupaten Teluk 
Bintuni, Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Teluk Wondama masing-masing 
sebesar Rp 389.498.800.000, Rp 216.751.000.000 dan Rp 219.020.200.000. 
Sedangkan tiga daerah dengan rata-rata rata-rata belanja modal terendah dari 
tahun 2008 hingga tahun 2012 adalah Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten 
Sorong, dan kota sorong masing-masing sebesar Rp  106.814.200.000, Rp 
162.582.000.000, Rp 200.534.000.000.  
4.2.4 Perkembangan Belanja Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan 
Infrastruktur Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat tahun 2008-2012 
Belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur 
merupakan empat dari sebelas jenis pengeluaran pemerintah menurut fungsi. 
Keempat pengeluaran pemerintah menurut fungsi tersebut diperioritaskan pada 
pembangunan di Provinsi Papua Barat atas dana otonomi khusus yang berikan 
pemerintah pusat. Diperioritaskannya belanja pendidikan, kesehatan, ekonomi, 
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dan Infratruktur di Provinsi Papua Barat diharapkan mampu meningktkan 
kesejahteraan dan solusi atas ketertinggalan Provinsi Papua Barat dibandingkan 
dengan Provinsi lain di Indonesia.  
Tabel 4.16 
Perkembangan Belanja Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Papua 
Barat tahun 2008-2012 (dalam jutaan rupiah)  
 Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, data 
diolah 
Data pada Tabel 4.16 menunjukkan bahwa belanja bidang pendidikan 
kabupaten/kota di Provinsi Papua cenderung mengalami peningkatan, kecuali 
Kabupaten Sorong Selatan yang mengalami penurunan dari Rp  
126.121.000.000 pada tahun 2008 menjadi Rp 91.023.000.000 pada tahun 2012.  
Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, dan Kabupaten Teluk Bintuni 
merupakan tiga daerah dengan pengeluaran pada bidang pendidikan tertinggi d 
Provinsi Papua Barat dari tahun 2008 hingga tahun 2012 masing-masing 
sebesar Rp Rp 175.895.200.000, Rp 129.647.000.000 dan Rp 129.614.000.000. 
Sedangkan  Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten 
Raja Ampat merupakan tiga daerah dengan alokasi belanja di bidang pendidikan 
yang paling rendah di Provinsi Papua Barat dari tahun 2008 hingga 2012 
No Kab/Kota 
Pendidikan 
2008 2008 2010 2011 2012 
1 Kab. Fak-Fak 79.324 95.347 89.371 128.028 126.136 
2 Kab. Manokwari 118.580 141.839 151.325 239.944 227.788 
3 Kab. Sorong 106.586 119.996 97.941 134.339 151.971 
4 Kota Sorong 105.195 116.499 107.068 156.610 162.863 
5 Kab. Raja Ampat 82.596 92.881 88.712 99.180 115.287 
6 
Kab. Sorong 
Selatan 
126.121 94.894 103.624 92.915 91.023 
7 Kab. Teluk Bintuni 112.392 134.517 141.200 132.357 127.604 
8 
Kab. Teluk 
Wondama 
32.824 26.603 36.953 46.698 62.367 
9 Kab. Kaimana 59.886 82.314 104.114 115.912 117.002 
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masing-masing sebesar Rp 95.845.600.000, Rp 41.089.000.000 dan Rp 
95.731.200.000. 
Data pada Tabel 4.17 menunjukkan bahwa dari tahun 2008 hingga tahun 
2012 alokasi belanja pada bidang kesehatan mengalami peningkatan, kecuali 
kabupaten Sorong yang mengalami penurunan dari Rp  83.456.000.000 pada 
tahun 20008 menjadi Rp  80.525.000.000 pada tahun 2012.  
Tabel 4.17 
Perkembangan Belanja Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat 
tahun 2008-2012 (dalam jutaan rupiah)  
No Kab/Kota 
Kesehatan 
2008 2008 2010 2011 2012 
1 Kab. Fak-Fak 58.930 64.853 46.492 62.706 74.681 
2 Kab. Manokwari 63.605 65.902 59.504 72.626 81.766 
3 Kab. Sorong 83.456 73.023 63.737 78.577 80.525 
4 Kota Sorong 43.922 49.236 43.317 50.675 89.133 
5 Kab. Raja Ampat 43.591 43.858 68.376 67.990 61.229 
6 Kab. Sorong Selatan 46.238 61.103 38.465 45.198 58.335 
7 Kab. Teluk Bintuni 78.219 76.428 83.950 73.651 82.539 
8 Kab. Teluk Wondama 28.157 20.999 36.745 51.987 65.270 
9 Kab. Kaimana 45.131 39.170 53.465 52.800 71.481 
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, data 
diolah 
Pada Tabel 4.17 menunjukkan tiga daerah dengan rata-rata pengeluaran 
bidang kesehatan tertinggi di Provinsi Papua Barat dari tahun 2008 hingga tahun 
20122 adalah Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong dan Kabupaten 
Manokwari masing-masing sebesar Rp 78.957.400.000, Rp 75.863.600.000 dan 
Rp 68.680.600.000. Sedangkan tiga daerah dengan rata-rata pengeluaran 
terendah pada bidang kesehatan di Provinsi Papua Barat dari tahun 2008 hingga 
tahun 2012 adalah Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Sorong Selatan dan 
Kabupaten Kaima masing-masing sebesar Rp 40.631.600.000, Rp 
49.867.800.000 dan Rp 52.409.400.000. 
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Tabel 4.18 menunjukkan belanja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi 
Papua Barat pada bidang Ekonomi dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Data 
menunjukkan bahwa pengeluaran pada bidang ekonomi berfluktuasi tetapi dari 
tahun 2008 hingga tahun 2012 mengalami peningkatan.  
Tabel 4.18 
 Perkembangan Belanja Bidang Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat 
tahun 2008-2012 (dalam jutaan rupiah)  
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, data 
diolah 
Berdasarkan data pada Tabel 4.18 menunjukkan bahwa daerah yang 
dengan rata-rata pengeluaran tertinggi pada bidang ekonomi dari tahun 2008 
hingga tahun 2012 adalah Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Raja Ampat, dan 
Kabupaten Fak-Fak masing-masing sebesar Rp 169.565.600.000, Rp 
104.567.600.000, dan Rp 91.566.400.000. Sedangkan  daerah denga rata-rata 
pengeluaran terendah pada bidang ekonomii pada tahun 2008 hingga tahun 
2012 adalah Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Sorong 
masing-masing sebesar Rp 33.749.400.000, Rp 67.619.000.000, dan Rp 
70.706.600.000.   
 Pada Tabel 4.19 menunjukkan pengeluaran pemerintah untuk 
Infrastruktur  kabuapten/kota di Provinsi Papua Barat dari tahun 2008 hingga 
tahun 2012 cenderung berfluktuasi tetapi relatif mengalami peningkatan, kecuali 
No Kab/Kota 
Ekonomi 
2008 2008 2010 2011 2012 
1 Kab. Fak-Fak 82.698 94.322 117.682 72.921 90.209 
2 Kab. Manokwari 59.800 63.466 69.160 68.327 77.342 
3 Kab. Sorong 60.189 71.502 60.521 68.048 93.273 
4 Kota Sorong 29.260 31.667 23.158 35.832 48.830 
5 Kab. Raja Ampat 91.285 124.509 82.381 122.156 102.507 
6 Kab. Sorong Selatan 93.843 67.459 67.928 67.424 66.738 
7 Kab. Teluk Bintuni 94.710 211.999 212.146 152.238 176.735 
8 Kab. Teluk Wondama 84.961 40.521 70.695 100.271 96.648 
9 Kab. Kaimana 48.383 55.129 100.050 70.185 91.780 
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kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Teluk Bintuni mengalami penurunan. 
Pengeluaran pemerintah untuk Infrastruktur pada tahun 2008 Kabupaten Fak-
Fak  sebesar Rp 232.135.000.000 menurun mejadi Rp 195.354.000.000 pada 
tahun 2012. Sedangkan Kabupaten Teluk Bintuni mengalami penurunan sebesar 
Rp 23.103.000.000, dimana pengeluaran untuk infrastruktur pada tahun 2008 
sebesar Rp 242.134.000.000 menjadi pada tahun 2012. 
Tabel 4.19 
Perkembangan Belanja Bidang Infrastruktur  Kabupaten/Kota Provinsi Papua 
Barat tahun 2008-2012 (dalam jutaan rupiah)  
 
No Kab/Kota 
Infrastruktur 
2008 2008 2010 2011 2012 
1 Kab. Fak-Fak 232.135 263.491 245.723 206.671 195.354 
2 Kab. Manokwari 282.074 296.220 330.321 279.213 367.192 
3 Kab. Sorong 229.686 305.580 216.059 230.271 326.713 
4 Kota Sorong 119.220 136.311 112.116 144.676 240.202 
5 Kab. Raja Ampat 128.217 157.152 179.048 192.212 229.502 
6 Kab. Sorong Selatan 170.940 142.472 149.137 191.854 225.842 
7 Kab. Teluk Bintuni 242.134 270.835 281.726 226.546 219.031 
8 Kab. Teluk Wondama 175.696 164.820 183.497 166.063 183.387 
9 Kab. Kaimana 223.118 238.048 252.951 257.422 227.482 
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, data 
diolah 
Dari Tabel 4.19 menunjukkan bahwa daerah dengan rata-rata 
pengeluaran tertinggi untuk bidang infrastruktur di Provinsi Papua Barat dari 
tahun 2008 hingga tahun 2012  adalah Kabupaten Manokwari, Kabupaten 
Sorong dan Kabupaten Teluk Bintuni masing-masing sebesar Rp 
311.004.000.000, Rp 261.661.800.000 dan Rp 248.054.400.000. sedangkan 
daerah dengan daerah dengan rata-rata pengeluaran terendah untuk bidang 
infrastruktur di Provinsi Papua Barat dari tahun 2008 hingga tahun 2012 adalah 
Kota Sorong, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Sorong Selatan 
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masing-masing sebesar Rp 150.505.000.000, Rp 174.692.600.000 dan Rp 
150.505.000.000.  
 
4.3 Hasil Estimasi Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat tahun 2008-2012 
Hasil estimasi atau perhitungan regregi linier berganda  terhadap 
pengaruh dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DBH, DAU, DAK, dan DOK 
terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/kota di Provinsi Papua 
Barat dapat dilihat pada Tabel 4.20. berdasarkan penentuan model analisis pada 
Lampiran 3 maka pendekatan yang digunakan dalam pendekatan Random Effect 
Model (REM). 
Tabel 4.20                                                                                                                       
Hasil estimasi Pengaruh dana perimbangan terhadap indeks pembangunan 
manusia kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat periode 2008-2012 dengan 
pendekatan Random Effect Model (REM)  
Variabel Koefisisen  t- statistik Prob. 
Konstanta (C) 67,5451 36.8335 0,0000 
DBH (X1) 0,001 0.189 0,8510 
DAU  (X2) 0,024 2,546 0,0149 
DAK  (X3) -0,016 -1,018 0,3146 
DOK  (X4) -0,041 -1,566 0,1252 
R² (R-Squared) 
=0,6846 
F-statistik = 4.8063 adjusted R
2
 = 
0,6670 
n = 45 
 
IPM it = 67,545 + 0,001 DBHit + 0,024 DAUit + -0,016 DAKit + -0,041 DOKit 
Berdasarkan hasil perhitungan regresi pengaruh DBH, DAU, DOK, DAK 
terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat 
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periode 2008-2012 didaperoleh R2 sebesar 0,6846. R2 sebesar 0,6846 
menunjukkan bahwa variasi dari perubahan nilai indeks pembangunan manusia 
(Y) mampu dijelaskan secara serentak oleh variabel independent DBH, DAU, 
DAK, DOK yakni sebesar 68,46 persen dan 31,54 persen dijelaskan oleh faktor-
faktor lain yang tidak masuk dalam model.  
Untuk melihat apakah variabel independen secara keseluruhan atau 
bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen maka dilakukan uji 
simultan atau uji-F. Berdasarkan perhitungan regresi linier didapatkan F-statistik 
sebesar 4,8063 lebih besar dari F-Tabel sebesar 2,61 pada tahap kepercayaan 
85 persen (α= 15 %). Hal ini menunjukkan bahwa DBH, DAU, DAK, DOK secara 
simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indeks 
pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat.  
Pada Tabel diatas di peroleh nilai konstanta sebesar 67,54 Hal ini 
menunjukkan apabila pengaruh variabel independen yang digunakan dalam 
model ini diasumsikan konstan maka indeks pembangunan manusia sebesar 
67,54 persen.  
Untuk melihat apakah masing-masing variabel independen signifikan atau 
tidak terhadap veriabel dependen dengan menganggap variabel independen 
lainnya konstan aka dilakukan uji Parsial atau Uji t. Hasil estimasi menunjukkan 
bahwa variabel DBH tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. 
Dimana tingkat signifikansi pengaruh dana bagi hasil ditunjukkan oleh tingkat 
probabilitasnya 0,8510 dan taraf nyata 15% dengan koefisien regresi 0,001 
menunjukkan bahwa angka koefisien regresi tersebut pada kurva t-tabel sama 
dengan 0. Sehingga variabel dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap indeks 
pembangunan manusia. 
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Hasil uji estimasi menunjukkan bahwa variabel DAU signifikan terhadap 
indeks pembangunan manusia. Dimana tingkat signifikansi pengaruh dana bagi 
hasil ditunjukkan oleh tingkat probabilitasnya 0,0149 dan taraf nyata 15% dengan 
nilai koefisien regresi 0,024 menunjukkan nilai koefisien regresi tersebut lebih 
besar dari 0. Sehingga varibel dana alokasi umum berpengaruh terhadap indeks 
pembangunan manusia, nilai koefisien regresi Dana Otonomi Khusus sebesar 
0,024 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 persen terhadap proporsi dana 
alokasi umum terhadap belanja langsung akan akan meningkatkan nilai indeks 
pembangunan manusia sebesar 2,4 dengan asumsi variabel lain konstan. 
Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel DAK tidak signifikan terhadap 
indeks pembangunan manusia. Dimana tingkat signifikansi pengaruh dana bagi 
hasil ditunjukkan oleh tingkat probabilitasnya 0,3146 pada taraf nyata 15% 
dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,016 menujukkan bahwa pada kurva uji-t 
nilai koefisien regresi mendekati 0 atau sama dengan 0. Sehingga dana alokasi 
khusus tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.  
Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel DOK signifikan terhadap 
indeks pembangunan manusia. Dimana tingkat signifikansi pengaruh dana bagi 
hasil ditunjukkan oleh tingkat probabilitasnya yakni sebesar pada taraf nyata 15% 
dengan nilai koefisien regresi -0041 yang lebih kecil dari 0. Sehiggga dana 
otonomi khsuus berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, nilai 
koefisien regresi Dana Otonomi Khusus sebesar -0,041 menunjukkan bahwa 
setiap peningkatan 1 persen Dana Otonomi akan akan menurunkan nilai  indeks 
pembangunan manusia sebesar 4,1 dengan asumsi variabel lain konstan.  
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4.4 Analisis Pengaruh dan Implikasi Dana Perimbangan terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia di Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat 
Periode 2008-2012  
Berdasarkan hasil estimasi, selanjutnya dilakukan analisis pengaruh dana 
perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia dengan mengaitkan 
terhadap teori-teori ekonomi yang melandasi dan penelitian terkait sebelumnya. 
Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel dana 
perimbangan dan indeks pembangunan manusia terdapat korelasi positif dan 
cukup berarti, hal ini menujukkan bahwa apabila dana perimbangan meningkat 
maka indeks pembangunan manusia juga akan meningkat. Hal ini sejalan 
dengan yang dikemukakan oleh Kuncoro bahwa secara teoritis terdapat 
hubungan yang erat antara dana perimbangan dan indeks pembangunan 
manusia, dimana dalam pelaksanaan desentralisasi pendapatan asli daerah 
hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%, 
selebihnya sumber penerimaan daerah dalam membiayai pengeluaran 
pemerintah berasal dari dana perimbangan.  
Maka dari itu, pemerintah daerah di kabupaten/kota di Provinsi Papua 
Barat harus mengalokasikan dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat didaerahnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, kecilnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menunjukkan 
bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah yang masih rendah atau tingkat 
ketergantungan fiskal pemerintah daerah kepada pemeritah pusat yang masih 
tinggi, sehingga pemerintah daerah seharusnya merumuskan kebijakan yang 
yang dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah berdasarkan pada potensi 
daerah. 
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4.4.1 Analisis Pengaruh dan Implikasi Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat  
Periode 2008-2012 
Temuan penelitian dari hasil estimasi menunjukkan bahwa dana bagi 
hasil tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini tidak sesuai 
dengan hipotesis dan studi empiris penelitian bahwa dana bagi hasil berpengruh 
signifikan positif terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Hadi Sofyan (2008) menunjukkan bahwa dana bagi hasil 
berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. 
 Berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa dana bagi hasil di 
kabupaten/kota di Provinsi Papua cenderung mengalami peningkatan dengan 
jumlah yang relatif besar akibat diberlakukannya dana otonomi khusus di Provinsi 
Papua Barat. Hal ini sesuai dengan teori pengeluaran wagner, teori Adolf 
Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah 
semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut  dengan 
hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. DBH yang relatif besar dan 
meningkat ini memberikan kesempatan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi 
Papua Barat untuk membiayai pembangunan daerah khusus belanja modal yang 
diharapkan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia.   
Secara teoritis dana bagi hasil diberikan kepada daerah dalam rangka 
membiayai kebutuhan dan pembangunan daerah, serta dimaksudkan untuk 
mengatasi ketidakseimbangan vertikal antar tingkat pemerintah. Data yang 
menunjukkan bahwa angka indeks pembangunan kabupaten/kota di Provinsi 
Papua Barat sebesar 70,22 persen masih berada dibawah angka indeks 
pembangunan manusia nasional yang sebesar 73,29.  
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Disamping itu, analisis regresi kelihatannya juga secara tidak langsung 
mengungkap bahwa sebahagian porsi DBH terhadap belanja modal mendorong 
kinerja perekonomian melalui kegiatan fisik, yakni pengeluaran pada bidang 
sarana dan prasarana. Hal ini sejalan dengan teori Model pembangunan tentang 
pengeluaran pemerintah oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan 
perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan 
ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. 
Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat cenderung merupakan daerah otonom 
baru atau daerah pemekaran, sehingga pembangunan ekonomi masih berada di 
tahap awal dan tahap menengah.  
 Ketidakmampuan dana bagi hasil dalam meningkatkan indeks 
pembangunan manusia terlihat pada indeks pembangunan Provinsi Papua Barat 
70,22 yang masih berada dibawah indek pembangunan nasional 73,29 persen. 
Hal ini disebabkan oleh pemberian dana bagi hasil di kabupaten/kota di Provinsi 
Papua Barat tidak disertai dengan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan, 
pengawasan, monitering, dan evaluasi. Hal ini menyebabkan pengalokasian 
dana  bagi hasil  tidak tepat sasaran dan sarat akan korupsi, sehingga kurang 
berdampak dengan Indeks pembangunan manusia.  
Permasalahan lain atas pembagian dana bagi hasil  adalah sejauh mana 
pemerintah daerah ikut terlibat menentukan besaran pembagian DBH ini. Bukan 
presentase pembagian yang dipertanyakan, melainkan lebih pada besaran 
pendapatan hasil bumi yang riil yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yang 
menguras hasil bumi di daerah penghasil. Dengan sentralisasi penentuan 
besaran hasil bumi oleh pemerintah pusat dikhawatirkan ada “ketidakjujuran” 
proses validasi atas besaran tersebut. Pemerintah pusat tidak boleh tutup mata 
bahwa transparansi besaran dan proporsi hasil potensi daerah ditunggu dan 
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diharapkan oleh daerah. Ketika pusat gagal menjelaskan dan 
mempertanggungjawabkan  proses pengucuran dana yang menjadi hak daerah, 
maka akan berimplikasi timbulnya gap antara pendapatan negara yang cukup 
besar dari daerah penghasil dengan kondisi perkembangan pembangunan di 
daerah yang bersangkutan. Seolah pemberian dana bagi hasil yang tinggi 
diberikan untuk meredam konflik di Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI. 
Maka dari itu, Pemerintah daerah seharusnya ikut terlibat dalam 
penentuan pembagian dana bagi hasil, sehingga  pemerintah daerah tidak  
hanya menunggu ketentuan pemerintah pusat. Dalam pengalokasian dana bagi 
hasil seharusnya disertai dengan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan, 
pengawasan, monitering, dan evaluasi sehingga pengalokasian dana bagi hasil 
tepat sasaran, yakni sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga 
dapat memberi pengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup manusia di 
kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.  
4.4.2 Analisis Pengaruh dan Implikasi Dana Alokasi Umum Terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Papua 
Barat Periode 2008-2012 
Temuan penelitian dari hasil estimasi menunjukkan bahwa proporsi dana 
alokasi umum terhadap belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
jika terjadi peningkatan proporsi dana alokasi umum terhadap belanja langsung 
sebesar 1 persen hanya meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia 
sebesar 2,4. Hal ini sejalan dengan hipotesis penelitian, dimana jika dana alokasi 
umum meningkat maka akan meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia 
di kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.  
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Peningkatan indeks pembangunan manusia akibat peningkatan alokasi 
dana alokasi umum terhadap belanja langsung, padahal DAU diberikan 
pemerintah pusat untuk mebiayai belanja tidak langsung bukan belanja langsung 
disebabkan oleh dana alokasi umum merupakan penerimaan terbesar daerah di 
Provinsi Papua Barat untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan 
didaerahnya. Hal ini di perkuat dengan teori yang menunjukkan bahwa dana 
alokasi umum merupakan transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
mendanai kebutuhan daerah yang pengalokasiannya menekankan aspek 
pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan 
pemerintah. Tetapi belanja tidak langsung mampu mempengaruhi IPM melalui 
pengeluaran pemerintah untuk membiayai belanja pegawai, yakni belanja 
fungsional pegawai guru dan tenaga kesehatan.  
Besarnya ketergantungan fiskal kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat 
menunjukkan bahwa daerah belum mampu mengoptimalkan potensi pendapatan 
asli daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Provinsi Papua 
Barat merupakan daerah dengan indeks pembangunan manusia terendah ke-5 
di Indonesia dengan presentase penduduk miskin tertinggi kedua setelah 
Provinsi Papua, padahal Provinsi Papua Barat mendapatkan perlakuan khusus 
dari pemerintah pusat diera otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dana 
alokasi umum yang dialokasikan untuk mengatasi ketimpangan fiskal antara 
daerah belum mampu menjawab masalah keterbelakangan dan ketertinggalan 
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat dengan provinsi lain di Indonesia. 
Permasalahan pokok dana alokasi umum di Indonesia terletak pada 
perencanaan, pengelolaan, monitering, pengawasan atas pengalokasian dana 
alokasi umum. Keberhasilan penggunaan dana alokasi umum tergantung pada 
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sejauhmana pemerintah daerah mampu mengelolah DAU dengan benar dan 
tepat sesuai dengan perioritas kebutuhan masing-masing daerah. Tanpa ada 
skala perioritas kebutuhan pengeluaran, maka memungkiknan terjadi 
pemborosan dana alokasi umum untuk hal-hal yang tidak produktif atau 
bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.  
Permasalahan lain pada penetapan dana alokasi umum adalah tidak 
didasarkan atas formula yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 
Sehingga terdapat daerah yang mendapatkan dana alokasi yang lebih besar dari 
seharusnya atau lebih kecil dari seharusnya. Kebijakan dana alokasi umum yang 
merupakan instrument penyeimbang fiskal antaradaerah belum mampu terwujud, 
kemungkian daerah yang memilki kebutuhan fiskal yang lebih besar 
mendapatkan dana yang lebih kecil dan daerah dengan kapasitas fiskal tinggi 
mendapatakan dana alokasi umum yang besar, yang mana hal ini berdampak 
pada alokasi belanja daerah khususnya belanja yang berhubungan langsung 
dengan kesejahteraan masyarakat.  
Maka dari itu, pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat 
seharusnya mengoptimalkan pendapatan asli daerah berdasarkan potensi 
daerah, sehingga tidak bergantung pada dana alokasi umum dalam membiayai 
pembangunan daerahnya. Tingginya tingkat ketergantungan fiskal pemerintah 
daerah kepada pemerintah pusat ditunjukkan dengan besarnya kontribusi dana 
alokasi umum terhadap penerimaan daerah dikabupatan/kota di Provinsi Papua 
Barat. Serta pemerintah pusat dalam pelaksanaan seharusnya mengitu formula 
yang telah ditetapkan, sehingga daerah mendapatkan dana alokasi umum 
berdasarkan kebutuhannya, serta transfer pemerintah pusat disertai dengan 
petunjuk teknis dengan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan, pengawasan, 
monitering, dan evaluasi sehingga dana tersebut di alokasikan tepat sasaran. 
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4.4.3 Analisis dan Pengaruh Implikasi Dana Alokasi Khusus Terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Papua 
Barat Periode 2008-2012 
Temuan penelitian dari hasil estimasi menunjukkan bahwa dana alokasi 
khusus tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini tidak 
sesuai dengan hipotesis penelitian yang dibuat dalam penelitian ini, dimana 
semakin tinggi dana alokasi khusus maka semakin tinggi indeks pembangunan 
manusia. Serta tidak sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 
Decta Lugastoro dan Candra Ananda (2013), melakukan penelitian tentang 
analisis pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh realisasi pendapatan asli daerah (PAD), realisasi dana 
perimbangan (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil) dan 
pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur. PAD dan Dana Perimbangan sebagi variabel 
utama dirasiokan denga belanja modal. Analisis penelitian ini menggunakan 
analisis data panel dengan random effect model (REM). Hasil estimasi 
menunjukkan bahwa rasio PAD dan DAK terhadap belanja modal dan 
pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. 
Hal Ini memperkuat anggapan bahwa DAK belum memberikan kontribusi 
yang meyakinkan terhadap kinerja perekonomian daerah dan perbaikan 
kesejahteraan masyarakat. Padahal secara teori Dana Alokasi Khusus diberikan 
pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah yang 
bersifat khsusus (pendidikan, kesehatan, pertanian, pekerja umum,  prasana 
pemerintahan, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup)  untuk 
mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.  
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Disamping itu, analisis regresi kelihatannya juga secara tidak langsung 
mengungkap bahwa sebahagian DAK cenderung mendorong kinerja 
perekonomian melalui kegiatan fisik. Namun, masih sulit untuk membuktikan 
dampak positif DAK terhadap kesejahteraan (IPM) karena hampir seluruh bidang 
cenderung merupakan investasi yang dampaknya baru akan terlihat dalam 
jangka panjang. 
Hal ini sejalan dengan teori Model pembangunan tentang pengeluaran 
pemerintah oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan 
pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang 
dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. 
Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat cenderung merupakan daerah otonom 
baru atau daerah pemekaran, sehingga pembangunan ekonomi masih berada di 
tahap awal dan tahap menengah.  
Permasalahan utama kurang tercapainya dampak dana alokasi khusus 
terhadap pembangunan manusia yang diukur dengan indek pembangunan 
manusia kelihatannya bukan terletak pada jumlah alokasinya, tetapi lebih pada 
kurang tepatnya pengalokasian dan kelemahan tatakelola implementasi DAK. 
Hal ini disebabkan oleh pemberian dana alokasi di kabupaten/kota  Papua Barat 
tidak disertai dengan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan, pengawasan, 
monitering, dan evaluasi baik ditingkat pusat dan daerah.  
Permasalahan lain pada dana alokasi khusus adalah pencanan dana, 
pencairan DAK seharusnya dilakukan bertahap secara triwulanan, yaitu tahap I 
(triwulan I) s.d. tahap III (triwulan III) masing-masing sebesar 30% dan tahap IV 
(triwulan IV) sebesar 10%. Namun dalam pelaksanaannya, pencairan DAK untuk 
tiap tahapan terlambat antara 2 – 6 bulan, bahkan sebagian besar dilakukan 
pada bulan Desember. Kebijakan pemerintah pusat untuk menggelontorkan DAK 
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di akhir tahun ini berimplikasi pada keterlambatan program pembangunan di 
daerah karena tidak memperhatikan kondisi dan kesiapan daerah dalam 
mengelola dan mempertanggungjawabkan dana tersebut. Sehingga dikwatirkan 
alokasi dana tersebut tidak dialoasikan dengan efesien dan efektif sehingga tidak 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
Maka dari itu, pemerintah pusat seharusnya menyertakan petunjuk teknis 
atau petunjuk pelaksanaan, pengawasan, monitering, dan evaluasi serta 
indikator keberhasilan terhadap pengalokasian dana alokasi khusus agar tepat 
pada sasaran. Selain itu, pemerintah pusat juga harus memperhatikan waktu 
pencairan dana alokasi khusus sehingga tidak terjadi keterlambatan pencairan 
DAK yang dapat berimplikasi pada keterlambatan program pembangunan 
sehingga dikwatirkan dana tersebut tidak di alokasikan dengan efesien dan 
efektif. Serta pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan tatakelola 
implementasi dana alokasi khusus, karena lemahnya tatakelola keuangan 
daerah merupakan salah satu permasalahan dalam pengalokasian dana tidak 
tepat tepat sasaran.  
4.4.4 Analisis Pengaruh dan Implikasi Dana Otonomi Khusus Terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Papua 
Barat Periode 2008-2012 
Temuan penelitian dari hasil estimasi menunjukkan bahwa dana otonomi 
khusus signifikan negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil regersi 
menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan proporsi dana otonomi khusus 
terhadap belanja pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infastruktur, dan 
ekonomi akan menurunkan nilai indeks pembangunan manusia sebesar 4,1 . Hal 
ini tidak sejalan dengan hipotesis penelitian yang dibuat, dimana jika terjadi 
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peningkatakn terhadap dana otonomi khusus dapat meningkatkan indeks 
pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi Papua Barat.  
Padahal secara teori, seperi yang dikemukakan oleh mualim bahwa dana 
otonomi khusus diberikan untuk mengatasi keterbelakangan dan ketertinggalan 
pembangunan di Papua, baik Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat, 
dengan untuk memperiotaskan dana  tersebut untuk belanja lansung dibidang 
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan infrastruktur 
sehingga diharapkan mampu memacu perkembangan dan pembangunan 
manusia di Papua sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Papua.  
Hasil rergresi memperkuat anggapan bahwa DOK belum memberikan 
kontribusi yang meyakinkan terhadap kinerja perekonomian daerah dan 
perbaikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua. Serta hal ini 
sejalan dengan kajian evaluasi satu dekade otonomi khusus di Papua yang 
dalam perkembangannya, setelah berlangsung satu dekade dapat dikatakan 
belum berhasil jika diukur dari 4 bidang pokok yang menjadi sasaran otonomi 
khusus, yakni pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, ekonomi, dan infrastruktur 
pada kenyataannya masih ditemukan berbagai permasalahan.  
Pada bidang pendidikan, masih terdapat siswa yang putus sekolah, 
minimnya sarana belajar mengajar dan susahnya akses pelayanan pendidikan di 
kampung-kampung dan keterbatasan tenaga pendidik. Di bidang kesehatan, 
kondisi pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Barat juga masih jauh dari 
harapan. Minimnya sarana dan prasara kesehatan dan tenaga medis, askes 
pelayanan kesehatan yang sulit serta kasus kematian ibu melahirkan dan bayi 
baru lahir, angka gizi buruk, HIV/AIDS, TBC, malaria, kusta dan penyakit lainya 
masih banyak terjadi.  
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Di sektor pemberdayaan ekonomi, pribumi Papua disebagian besar 
kabupaten/kota di Papua masih tetap berjualan di pinggiran jalan, dibawah terik 
mata hari, emperan toko dan terus tergusur dari pasar yang dibuat oleh 
Pemerintah Daerah dan pembangunan infrastruktur dibidang ekonomi hanya 
memberi manfaat kepada pendatang bukan pada masyarakat asli Papua. 
Selanjutnya, dibidang pembanguan infrastruktur Provinsi Papua Barat masih 
sangat tertinggal, dimana sebagian besar penduduk masih hidup terisolir di 
daerah terpencil yang sulit dijangkau lewat transportasi darat dan harga barang-
barang di Papua sangat tinggi dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. 
Hal ini diakibatkan  oleh biaya transportasi yang tinggi karena infrastruktur belum 
memadai sehingga sulit untuk dijangkau.  
Disamping itu, analisis regresi kelihatannya juga secara tidak langsung 
mengungkap bahwa sebahagian DOK cenderung mendorong kinerja 
perekonomian melalui kegiatan fisik yang hanya berfokus pada daerah perkotaan 
sehingga tidak menyetuh masyarakat asli Papua yang sebagian besar tinggal di 
kampung. Hal ini sejalan dengan teori Model pembangunan tentang pengeluaran 
pemerintah oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan 
pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang 
dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. 
Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat cenderung merupakan daerah otonom 
baru atau daerah pemekaran, sehingga pembangunan ekonomi masih berada di 
tahap awal dan tahap menengah.  
 Ketidakmampuan dana otonomi khusus mengatasi ketertinggalan dan 
keterbelakangan di Provinsi Papua Barat disebabkan oleh tidak adanya petunjuk 
pelaksanaan maupun petunjuk teknis mengakibatkan pelaksanaan kewenangan 
khusus seperti Pendidikan, Kesehatan, pembangunan infrastruktur dan 
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pemberdayaan ekonomi, berimplikasi kepada ketidakjelasan urusan-urusan yang 
harus dikelola sebagai penjabaran kewenangan khusus tersebut dan seringkali 
terjadi tumpang tindih pengelolaan kewenangan tersebut. Belum adanya 
perumusan indikator-indikator keberhasilan pelaksanaan Otonomi Khusus 
misalnya, pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan indikator yang 
bisa dijadikan ukuran untuk mengetahui keberhasilan pemberian otonomi. Serta 
tidak adanya monetering, pengawasan dan evaluasi setiap tahun baik oleh 
pemerintah daerah maupun pemerintah daerah atas pengimplementasian 
sehingga kemungkinan dana alokasi khusus tidak tepat sasaran dan sarat akan 
korupsi atau untuk kepentingan para elit di Provinsi Papua Barat. Seolah 
pemberian dana otonomi khusus untuk meredam konflik di Papua yang ingin 
memisahkan diri dari NKRI. 
 Maka dari itu, agar pemberian dana otonomi khusus tidak terkesan hanya 
pada aspek politik untuk meredam konflik di Papua yang ingin memisahkan diri 
dari NKRI tetapi berdasarkan pada masalah ketertinggalan pembangunan di 
Papua, maka pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, 
bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Majelis Rakyat 
Papua (MRP) di Provinsi Papua Barat, harus bersama-sama mengawal 
pengimplementasian dana otonomi khusus agar tepat sasaran dan tidak hanya 
dinikmati oleh elite politik, sehingga dasar pemberian dana otonomi khusus, 
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat tercapai.  
Pemberian dana otonomi khusus oleh pemerintah pusat seharusnya 
disertai dengan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis, monetering, 
pengawasan dan evaluasi serta indikator keberhasilan sehingga terdapat 
kejelasan urusan-urusan yang harus dikelolah oleh pemerintah daerah dan tidak 
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terjadi tumpang tindih pengelolaan kewenangan serta pengalokasian dana 
otonomi khusus tersebut tepat pada sasaran.  
Pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat di harapkan tidak hanya 
memfokuskan pembangunan di wilayah perkotaan, tetapi memperhatikan juga 
pembangunan di kampung-kampung agar dapat menyentuh masyarakat asli 
Papua yang sebagian besar tinggal di kampung-kampung. Dimana akses 
terhadap sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, 
pemberdayaan ekonomi masih sangat minim di kampung-kampung 
kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Rata-rata nilai IPM BPS Provinsi Papua Barat, Indeks Pembangunan 
Manusia Provinisi Papua Barat tahun 2008-2012 kabupaten/kota di 
Provinsi Papua Barat  berada dalam kategori IPM menengah tinggi 
yaitu dengan bilai  sebesar 70,22. Daerah perkotaan memiliki 
perkembangan IPM dan komponen penyusun yang lebih baik jika 
dibandingkan dengan kondisi di daerah kabupaten. IPM tertinggi 
kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat yaitu Kota Sorong dengan 
nilai IPM 78,36. Kabupaten Raja Empat merupakan kabupaten 
dengan nilai IPM terendah dengan nilai IPM 65,49.  
2. Variabel dana bagi hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap indeks 
pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Papua 
Barat. Hal ini disebabkan oleh pengalokasian DBH terhadap belanja 
pembangunan manusia tidak disertai dengan petunjuk teknis atau 
petunjuk pelaksanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan 
indikator keberhasilan, sehingga besar kemungkinan DBH 
dialokasikan tidak tepat sasaran. 
3. Variabel dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif terhadap 
indeks pembangunan manusia (IPM),  artinya jika rasio dana alokasi 
umum terhadap belanja langsung meningkat maka akan 
meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia (IPM) di 
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kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Variabel dana alokasi umum 
merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh positif terhadap 
indeks pembangunan manusia, hal ini disebabkan oleh DAU yang 
dialokasikan kepada belanja pembangunan manusia berpengaruh 
terhadap komponen indeks pembangunan manusia, yakni pendidikan 
dan kesehatan  
4. Variabel dana alokasi khusus berpengaruh terhadap indeks 
pembangunan manusia.  Hal ini disebabkan oleh kelemahan 
tatakelola implementasi DAK dan keterlambatan pencairan dana yang 
berimplikasi pada keterlambatan program pembangunan di daerah 
karena tidak memperhatikan kondisi dan kesiapan daerah dalam 
mengelola dan mempertanggungjawabkan dana tersebut. Sehingga 
besar kemungkinan alokasi dana tersebut tidak dialoasikan dengan 
efesien dan efektif untuk pembangunan manusia. 
5. Variabel dana otonomi khusus berpengaruh negatif terhadap indeks 
pembangunan manusia (IPM), artinya jika proporsi dana alokasi 
khusus terhadap belanja modal meningkat maka akan menurunkan 
nilai indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota di Provinsi 
Papua Barat. Hal ini disebabkan oleh beberapa daerah di Provinsi 
Papua Barat merupakan daerah otonomi baru, sehingga 
pembangunan lebih berfokus kepada pembangunan fisik di wilayah 
perkotaan yang merupakan investasi jangka panjang.  
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5.2 Saran 
Mengacu pada hasil-hasil temuan dalam penelitian ini, maka dipandang 
perlu untuk memberikan beberapa saran sebagai berikut:  
1. Pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan tatakelola 
keuangan dan pendapatan asli daerah berdasarkan potensi 
daerah, khususnya potensi sumberdaya alam yang melimpah di 
kabupaten/kota Provinsi Papua Barat, sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan asli daerah dan  dana bagi hasil yang 
kemudian menambah penerimaan daerah untuk dialokasikan ke 
belanja pembangunan manusia.  
2. Dalam Pelaksanaan desentralisasi fiskal, khususnya dalam hal 
transfer fiskal yang bersifat spesial grant harus disertai dengan 
petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan, pengawasan, 
monitoring, dan evaluasi serta indikator keberhasilan baik oleh 
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar dana tersebut 
tersebut dialokasikan tepat sasaran. Setiap temuan bermasalah 
tentu harus diusut, supaya tidak ada istilah ungkapan 
Keistimewaan yang berikan kepada Papua tak perlu diusik karena 
sebagai sumbangan NKRI agar Papua tak merdeka.  
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu melakukan 
pengembangan penelitian dengan menambahkan data pada 
setiap variabel, baik itu data cross saction maupun data time 
series. agar mendapatkan hasil yang lebih baik, dimana penelitian 
ini merupakan penelitian yang hasilnya dapat dianalisis dalam 
jangka panjang. 
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Lampiran 1  
Proporsi DAU terhadap belanja Modal, Proporsi DAU terhadap belanja 
Langsung, Proporsi DAK terhadap belanja Moda, Proporsi DOK terhadap belanja 
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi 
1a. Proporsi dana bagi hasil terhadap belanja modal 
Kab/Kota  
Proporsi DBH terhadap Belanja Modal 
2008 2009 2010 2011 2012 
Kab. Fak-Fak 21,96 27,42 43,48 48,71 41,32 
Kab. Manokwari 44,18 46,19 60,46 118,01 63,03 
Kab. Sorong 81,08 134,40 195,60 109,13 78,46 
Kota Sorong 60,28 97,75 86,78 68,57 54,20 
Kab. Raja Ampat 33,49 55,98 80,08 56,15 53,92 
Kab. Sorong 
Selatan 
24,70 5,40 54,93 44,12 59,51 
Kab. Teluk Bintuni 54,64 75,70 80,17 51,52 59,46 
Kab. Teluk 
Wondama 
16,05 28,54 28,76 25,07 34,24 
Kab. Kaimana 22,19 23,75 35,77 55,85 37,49 
 
1b. Proporsi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Langsung 
Kab/Kota  
Proporsi DAU Terhadap Belanja Langsung 
2008 2009 2010 2011 2012 
Kab. Fak-Fak 81,27 86,46 126,69 111,42 115,76 
Kab. Manokwari 
79,20 78,94 80,83 129,80 118,12 
Kab. Sorong 72,62 90,32 113,14 134,24 103,84 
Kota Sorong 
114,62 108,65 141,27 128,68 90,18 
Kab. Raja Ampat 
83,28 80,49 98,41 95,37 117,32 
Kab. Sorong 
Selatan 
83,78 72,76 64,59 71,90 81,99 
Kab. Teluk Bintuni 63,02 44,71 42,09 58,38 65,39 
Kab. Teluk 
Wondama 
60,60 72,07 84,44 75,34 78,69 
Kab. Kaimana 85,31 79,74 68,79 93,69 90,48 
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1c. Proporsi dana alokasi khusus terhadap belanja modal 
Kab/Kota  
Proporsi DAK terhadap Belanja Modal 
2008 2009 2010 2011 2012 
Kab. Fak-Fak 20,02 20,40 20,91 27,19 17,33 
Kab. Manokwari 28,97 21,07 25,07 64,55 31,15 
Kab. Sorong 19,65 26,99 41,04 57,30 42,18 
Kota Sorong 44,49 55,65 31,65 43,14 18,82 
Kab. Raja Ampat 29,27 28,15 35,17 32,86 27,76 
Kab. Sorong Selatan 18,05 20,48 23,26 27,82 35,84 
Kab. Teluk Bintuni 13,60 9,23 8,04 12,10 10,79 
Kab. Teluk Wondama 18,83 18,43 19,64 28,68 20,08 
Kab. Kaimana 19,53 17,06 18,58 28,56 18,58 
 
1d. Proporsi dana otonomi khusus terhadap belanja Pendidikan, 
Kesehatan, Infrastruktur, Ekonomi 
No Kab/Kota 
Proporsi DOK terhadap belanja Pendidikan, 
Kesehatan, Infrastruktur, Ekonomi 
2008 2009 2010 2011 2012 
1 Kab. Fak-Fak 26,24 25,53 20,00 13,65 14,49 
2 Kab. Manokwari 27,13 25,55 20,64 17,07 19,63 
3 Kab. Sorong 19,79 10,49 13,69 12,71 10,12 
4 Kota Sorong 20,35 21,00 8,37 12,73 13,52 
5 Kab. Raja Ampat 17,31 15,21 15,53 12,94 11,11 
6 
Kab. Sorong 
Selatan 13,56 
33,40 19,49 19,50 14,27 
7 Kab. Teluk Bintuni 11,38 18,02 17,38 16,59 12,87 
8 
Kab. Teluk 
Wondama 17,85 
31,63 19,21 25,60 14,54 
9 Kab. Kaimana 15,55 15,02 13,17 16,59 19,30 
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Lampiran 2  
Hasil rekap data 
Daerah  Tahun  IPM DBH DAU DAK DOK 
_A 2008 70.24 21.96 81.27 20.02 26.24 
_A 2009 70.8 27.42 86.46 20.4 25.53 
_A 2010 71.46 43.48 126.69 20.91 20.00 
_A 2011 72.13 48.71 111.42 27.19 13.65 
_A 2012 72.64 41.32 115.76 17.33 14.49 
_B 2008 69.27 44.18 79.2 28.97 27.13 
_B 2009 69.8 46.19 78.94 21.07 25.55 
_B 2010 70.13 60.46 80.83 25.07 20.64 
_B 2011 70.71 118.01 129.8 64.55 17.07 
_B 2012 71.22 63.03 118.12 31.15 19.63 
_C 2008 64.79 81.08 72.62 19.65 19.79 
_C 2009 65.27 134.4 90.32 26.99 10.49 
_C 2010 65.76 195.6 113.14 41.04 13.69 
_C 2011 66.06 109.13 134.24 57.3 12.71 
_C 2012 66.8 78.46 103.84 42.18 10.12 
_D 2008 65.29 60.28 114.62 44.49 20.35 
_D 2009 65.65 97.75 108.65 55.65 21.00 
_D 2010 66.58 86.78 141.27 31.65 8.37 
_D 2011 67.17 68.57 128.68 43.14 12.73 
_D 2012 67.58 54.20 90.18 18.82 13.52 
_E 2008 65.46 33.49 83.28 29.27 17.31 
_E 2009 66.2 55.98 80.49 28.15 15.21 
_E 2010 67.19 80.08 98.41 35.17 15.53 
_E 2011 67.67 56.15 95.37 32.86 12.94 
_E 2012 68.07 53.92 117.32 27.76 11.11 
_F 2008 65.77 24.7 83.78 18.05 13.56 
_F 2009 66.09 5.40 72.76 20.48 33.4 
_F 2010 66.31 54.93 64.59 23.26 19.49 
_F 2011 66.59 44.12 71.9 27.82 19.5 
_F 2012 66.83 59.51 81.99 35.84 14.27 
_G 2008 67.82 54.64 63.02 13.6 11.38 
_G 2009 68.16 75.7 44.71 9.23 18.02 
_G 2010 68.5 80.17 42.09 8.04 17.38 
_G 2011 68.93 51.52 58.38 12.1 16.59 
_G 2012 69.23 59.46 65.39 10.79 12.87 
_H 2008 63.57 16.05 60.6 18.83 17.85 
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_H 2009 64.08 28.54 72.07 18.43 31.63 
_H 2010 64.58 28.76 84.44 19.64 19.21 
_H 2011 65.06 25.07 75.34 28.68 25.6 
_H 2012 65.49 34.24 78.69 20.08 14.54 
_I 2008 76.52 22.19 85.31 19.53 15.55 
_I 2009 76.84 23.75 79.74 17.06 15.02 
_I 2010 77.18 35.77 68.79 18.58 13.17 
_I 2011 77.72 55.85 93.69 28.56 16.59 
_I 2012 78.36 37.49 90.48 18.58 19.3 
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Lampiran 3  
 
3. Penentuan Model Anlisis  
 Pada penelitian ini, penentuan metode analisis data panel yang 
digunakan merujuk pada beberapa hasil pengujian. Pengujian data panel yang 
digunakan antara lain (i) Chow Test (likelihood Ratio Test) untuk menentukan 
antara PLS atau FEM, (ii) Haussman Test untuk menentuka antara FEM atau 
REM.  
3a. Hasil uji Chow Test   
 
 
 
 
Sumber : Eviews 7, diolah  
Hipotesis: 
H0 = Pooled Least Square (PLS)  
Hi= Fixed Effect Model (FEM)  
Kesimpulan:  
Prob. (Cross-section F dan Cross-section Chi-square < α (5%)              Tolak H0, 
Sehingga menggunakan Fixed Effect Model (FEM) 
Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: Untitled    
Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 143.689141 (8,32) 0.0000 
Cross-section Chi-square 162.396689 8 0.0000 
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3.b Hasil uji Haussman Test  
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: Untitled    
Test cross-section random effects  
     
     
Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 1.896949 4 0.7547 
     
Sumber: Eviews 7, diolah  
Hipotesis: 
H0 = Fixed Effect Model (FEM) 
Hi= Random Effect Model (REM)  
Kesimpulan: Prob. (Cross-section Random  >  α = 5%)              Terima  H0, 
Sehingga menggunakan Random Effect Model (REM)  
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3c. Hasil Estimasi Random Effect Model (REM) 
Dependent Variable: IPM?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 11/10/14   Time: 10:51   
Sample: 2008 2012   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 9   
Total pool (balanced) observations: 45  
Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 67.54519 1.833794 36.83357 0.0000 
DBH? 0.001082 0.005721 0.189118 0.8510 
DAU? 0.024193 0.009503 2.545694 0.0149 
DAK? -0.016057 0.015767 -1.018377 0.3146 
DOK? -0.041457 0.026474 -1.565951 0.1252 
Random Effects 
(Cross)     
_A--C 2.502648    
_B--C 1.706343    
_C--C -3.257077    
_D--C -2.729242    
_E--C -1.887115    
_F--C -1.840506    
_G--C 0.392511    
_H--C -3.556135    
_I--C 8.668574    
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 4.563955 0.9782 
Idiosyncratic random 0.681195 0.0218 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.684615    Mean dependent var 4.569663 
Adjusted R-squared 0.667076    S.D. dependent var 0.769257 
S.E. of regression 0.663046    Sum squared resid 17.58520 
F-statistic 4.806362    Durbin-Watson stat 0.984463 
Prob(F-statistic) 0.002922    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.019961    Mean dependent var 68.61267 
Sum squared resid 630.9316    Durbin-Watson stat 0.027439 
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